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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Vale Indonesia 
Terima Penghargaan 
Kementerian ESDM

Prabowo Lantik Jenderal 
Pol. Suyudi Ario Seto 

Sebagai Kapolri

Fasilitasi Media dan 
Pelaku Industri Melihat 

Proses Produksi 
Berstandar Global

BRI Palu Peringati 
Hari Kesaktian 

Pancasila

207.000 Warga Ditanggung 
Program BERANI Sehat

Baca PEMKAB Hal. 7

Baca BRI PALU Hal. 7

Baca VALE Hal. 7

Baca LANTIK Hal. 7

Baca YAMAHA Hal. 7

Pemkab Parmout Susun Rencana Aksi Tekan Angka Kematian Ibu dan Anak

SULTENG RAYA - Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) 

mengatakan sebanyak 207.000 
warga di daerah itu telah mendapat 
tanggungan pembiayaan kesehatan 

melalui program BERANI Sehat sejak 
diluncurkan pada 2025.

WAKIL Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A Lamadjido. FOTO: ANTARA/MOH RIDWAN

“Langkah ini merupakan 
komitmen pemerintah daer-
ah dalam memberikan pela-
yanan kesehatan yang prima 
kepada masyarakat,” kata 
Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah Reny A Lamadjido 
di Palu, Kamis.

Ia mengemukakan pro-
gram BERANI Sehat diran-
cang untuk memperluas 
cakupan pembiayaan ke-

sehatan masyarakat di 12 
kabupaten dan satu kota di 
Sulawesi Tengah.

Dalam kurun waktu 
setahun program itu bisa 
menjangkau ratusan ribu 
orang di provinsi itu, den-
gan harapan BERANI Sehat 
dapat memberikan manfaat 
dan kesejahteraan kepada 

Baca PROGRAM Hal. 7

FOTO BERSAMA usai penyusunan RAD KIA di aula Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (1/10/2026). FOTO: DINAS KOMINFO PARIGI MOUTONG

SULTENG RAYA – Pe-
merintah Kabupaten Parigi 
Moutong bersama Yayasan 
IPAS Indonesia menyus-
un Rencana Aksi Daer-
ah (RAD) Kesehatan Ibu 
dan Anak (KIA) periode 
2027–2031 sebagai upaya 
menekan angka kematian 
ibu dan anak di daerah 
tersebut.

Penyusunan RAD KIA 
dibahas dalam pertemuan 
di Bappelitbangda Kabupa-
ten Parigi Moutong, Kamis 
(1/10/2026). 

Selain RAD, pemerintah 
daerah juga mematangkan 
Kerangka Kerja Daerah 
(KKD) KIA untuk mem-
perkuat intervensi lintas 
sektor.

Parigi Moutong dipilih 
Bappenas dan Kementerian 
Kesehatan sebagai lokasi 
percontohan atau piloting 
Kerangka Kerja Nasional 
Penurunan Kematian Ibu 
dan Anak (KKNPKIA) di 
Sulawesi Tengah.

Pemilihan tersebut mem-
pertimbangkan kondisi 

geografis, kapasitas fiskal 
daerah serta urgensi penan-
ganan persoalan kesehatan 
ibu dan anak yang masih 
menjadi tantangan.

Data tahun 2025 menun-
jukkan terdapat 10 kasus 
kematian ibu di Parigi Mou-
tong, sekaligus menjadi 
angka tertinggi kedua di 
Sulawesi Tengah. 

Pada tahun yang sama 
tercatat 70 kasus kematian 
bayi baru lahir.

JENDERAL Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) dan Komjen Pol. Wahyu 
Hadiningrat dilantik sebagai Kapolri dan Wakapolri oleh Presiden 
Prabowo Subianto di Istana, Negara, Jakarta, Kamis (1/10/206). 
FOTO: ANTARA/YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN/FATHUR ROCHMAN

SULTENG RAYA - Presiden Prabowo Subianto 
melantik Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto sebagai 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit 
Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Selain itu, Prabowo juga melantik Komjen Pol. 
Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Ke-
polisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) 
menggantikan Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Sebagaimana tayangan langsung YouTube Sekre-
tariat Presiden, pelantikan diawali dengan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan 
pembacaan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 
97 Polri Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut, Presiden member-
hentikan dengan hormat Jenderal Pol. Listyo Sigit 
Prabowo dari jabatan Kapolri dan Komjen Pol. Dedi 
Prasetyo dari jabatan Wakapolri, disertai ucapan 
terima kasih atas pengabdian dan jasa keduanya 

YAMAHA FACTORY VISIT

SULTENG RAYA – Lebih dari setengah abad 
hadir di Indonesia, PT Yamaha Indonesia Motor 
Mfg. (YIMM) terus mendukung kebutuhan mo-
bilitas masyarakat melalui beragam sepeda motor 
berkualitas. Kualitas tersebut dibangun sejak tahap 
manufaktur, melalui pengembangan keterampilan 
karyawan, penerapan inovasi teknologi, serta pe-
meriksaan dan pengujian yang ketat secara berkala.

KONTRIBUSI TANGGAP DARURAT DI NTT

Jadi Momentum Teguhkan Nilai 
Pancasila dalam Pelayanan

CORPORATE Health and Safety 
Vale Indonesia, Otok Nugroho 
berfoto bersama piagam peng-
hargaan yang diberikan oleh 
Kementerian ESDM dalam acara 
Penyerahan Penghargaan Aksi 
Kemanusiaan Tim ESDM Siaga 
Bencana Tahun 2026, di Jakarta, 
Rabu (30/9/2026). FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA – PT 
Vale Indonesia Tbk (Vale 
Indonesia) menerima peng-
hargaan dari Kementerian 
Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) atas kon-
tribusi perusahaan dalam 
aksi kemanusiaan dengan 
Tim ESDM Siaga Bencana 
Tahun 2026 untuk memban-
tu masyarakat terdampak 
bencana gempa bumi di Pro-
vinsi Nusa Tenggara Timur 
(NTT) yang terjadi pada 15 
Agustus 2026. 

Dalam daftar resmi Ke-
menterian ESDM, Vale In-
donesia termasuk dalam UPACARA peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman 

kantor BRI BO Palu, Jalan Moh. Hatta, Kota Palu, Kamis 
(1/10/2026). FOTO: DOK. BRI PALU

SULTENG RAYA – PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk., Branch Office (BO) Palu menye-
lenggarakan upacara memperingati Hari Kesaktian 
Pancasila. Upacara berlangsung di halaman kantor, 
Jalan Moh. Hatta, Kota Palu, Kamis (1/10/2026).

Upacara berlangsung khidmat diikuti insan BRI-
LiaN BRI BO Palu. Pgs. Branch Office Head Palu, 
Reza Putra Pradhana, didaulat menjadi inspektur 
upacara pada kesempatan tersebut.

Dia mengatakan, upacara tersebut menjadi ben-
tuk penghormatan terhadap nilai-nilai Pancasila 
sekaligus momentum untuk memperkuat semangat 
persatuan dan pengabdian kepada masyarakat. 

Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila tidak 
sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga 
menjadi pengingat bagi seluruh insan BRI untuk 
terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila 
dalam menjalankan tugas dan memberikan pelay-
anan kepada masyarakat.

“Kita harus mengamalkan Pancasila dalam mem-
berikan pelayanan kepada nasabah. Nilai gotong 
royong, persatuan, keadilan, serta kepedulian 
terhadap sesama harus tercermin dalam setiap 
pelaksanaan tugas kita,” kata dia. 

RANGKAIAN 
proses produksi 

YIMM di Pulo 
Gadung, 

Jakarta, dan 
Karawang, 

Jawa Barat. 
FOTO : YAMAHA
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SULTENG RAYA – Satuan Pem-
binaan Masyarakat (Sat Binmas) 
Polres Tojo Una-una (Touna) me-
laksanakan sambang dan koordina-
si dengan Dinas Sosial serta Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tojo 
Una-Una, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan un-
tuk memperkuat koordinasi terkait 
perlindungan sosial serta men-
dukung peran Bhabinkamtibmas 
dalam pendataan dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Kasat Binmas AKP Agus Habi-
bie menjelaskan, kegiatan diawali 
dengan sambang dan koordinasi 
ke Kantor Dinas Sosial Kabupaten 
Touna.

Dalam pertemuan tersebut, Sat 
Binmas memberikan sosialisasi 
kepada Bhabinkamtibmas se-
kaligus mendorong percepatan 
Bhabinkamtibmas menjadi Agen 
Perlindungan Sosial (Perlinsos) 
IKD Plus.

“Koordinasi ini dilakukan untuk 
mendukung Bhabinkamtibmas 
agar dapat berperan lebih aktif 

dalam membantu pelayanan dan 
perlindungan sosial masyarakat 
di wilayah binaannya,” ujar Agus 
Habibie.

Selanjutnya, pihaknya berkoor-
dinasi dengan Kepala Dinas Sosial 
Touna terkait data penerima ban-
tuan sosial di masing-masing RT/
RW, desa, dan kecamatan.

Koordinasi juga dilakukan den-
gan jajaran Dukcapil Kabupaten 
Touna untuk mendukung kelanca-
ran kegiatan dan sinkronisasi data 
yang berkaitan dengan pelayanan 
masyarakat.

Agus mengatakan, kegiatan 
tersebut mendapat sambutan baik 
dari jajaran Dinas Sosial dan Duk-
capil. Kedua instansi menyatakan 
kesiapan untuk mendukung dan 
hadir dalam kegiatan yang akan 
dilaksanakan bersama.

“Sinergi antara Polri dan instansi 
terkait sangat penting agar pela-
yanan kepada masyarakat dapat 
berjalan lebih efektif, khususnya 
dalam hal perlindungan sosial dan 
pendataan penerima bantuan,” 
katanya. AMR

Satbinmas Polres 
Touna, Dinsos dan 

Dukcapil Bahas 
Perlindungan Sosial

PERSONEL Satbinmas Polres Touna, saat melaksanakan kunjungan den-
gan pihak Dinsos Touna, guna membahas terkait perlindungan sosial, Kamis 
(1/10/2026).FOTO: DOK.SATBINMAS POLRES TOUNA

SULTENG RAYA – Personel Bha-
binkamtibmas Polsek Tinangkung 
Polres Banggai Kepulauan, Bripka 
Andarias Asra, memediasi seng-
keta lahan antara Pemerintah Desa 
(Pemdes) Palam dan warga di Desa 
Palam, Kecamatan Tinangkung Uta-
ra, Kamis (1/10/2026) pukul 09.30 
WITA. Langkah problem solving ini 
ditempuh, guna menjaga kondusifi-
tas lingkungan serta menyelesaikan 
perselisihan secara kekeluargaan.

Mediasi tersebut berfokus pada 
kejelasan status sebidang tanah mi-
lik Pemdes Palam yang sebelumnya 
telah dibeli resmi, namun masih 
dikuasai oleh pihak terlapor. Berkat 
dialog terbuka yang dipandu oleh 
Bhabinkamtibmas, proses musya-
warah dapat berjalan lancar tanpa 
memicu konflik sosial di tengah 
masyarakat.

Hasil dari mediasi tersebut mem-
buahkan kesepakatan damai di 

antara kedua belah pihak. Pihak ter-
lapor secara kooperatif menyerahkan 
kembali penguasaan lahan kepada 
Pemdes Palam, disaksikan langsung 
oleh petugas dan tokoh masyarakat 
setempat.

Tak hanya sepakat berdamai, pi-
hak terlapor bersama Bhabinkamtib-
mas dan perwakilan Pemdes Palam 
juga turun langsung ke lokasi untuk 
menunjukkan batas-batas tanah se-
cara presisi. Penentuan batas lahan 
ini disesuaikan secara transparan 
dengan ukuran yang tercantum pada 
kuitansi jual beli sah.

Kapolsek Tinangkung, Iptu Ar-
lan, membenarkan keberhasilan 
proses penyelesaian masalah di wi-
layah hukumnya tersebut. Pihaknya 
mengapresiasi iktikad baik kedua 
belah pihak yang memilih jalur 
musyawarah untuk mufakat dalam 
menyelesaikan persoalan sengketa 
pertanahan.

“Pendekatan problem solving 
yang dilakukan Bhabinkamtibmas 
merupakan komitmen Polri dalam 
menghadirkan solusi yang adil dan 
menyejukkan bagi masyarakat. Kami 
bersyukur kedua belah pihak saling 
legawa sehingga permasalahan lahan 
ini selesai secara tuntas dan damai,” 
ujar Arlan.

Di sela-sela kegiatan penanganan 
sengketa tersebut, Bripka Andarias 
Asra juga memanfaatkan momen 
untuk memberikan imbauan penting 
terkait pencegahan kebakaran hutan 
dan lahan (Karhutla) kepada warga 
yang hadir.

Masyarakat diimbau untuk 
tidak membuka lahan dengan 
cara membakar serta senantiasa 
waspada terhadap potensi keba-
karan, mengingat dampak buruk 
Karhutla yang dapat merugikan 
lingkungan dan kesehatan bers-
ama. AMR

PERSONEL Polsek Tinangkung, saat memediasi sengketa lahan di Desa Palam, Kecamatan Tinangkung Utara, Kamis 
(1/10/2026). FOTO: IST

Polsek Tinangkung 
Mediasi Sengketa 
Lahan Desa Palam

 SULTENG RAYA– Ya-
maha terus memperkuat 
relevansinya dengan para 
generasi muda melalui ber-
bagai pengalaman yang 
tidak hanya berkaitan den-
gan experience berkenda-
ra, tetapi juga gaya hidup, 
kreativitas, dan ekspresi jati 
diri masa kini. Semangat 
itu diwujudkan lewat keha-
diran Classy Yamaha me-
lalui Grand Filano Hybrid 
dan Fazzio Hybrid dalam 
kolaborasinya di perhelatan 
Pestapora 2026.

Berlangsung pada 25–27 
September 2026 di JIEXPO 
Kemayoran, Jakarta Pusat, 

Classy Yamaha pun meng-
hadirkan booth interaktif 
dengan berbagai aktivitas 
yang stylish, expressive, 
dan youthful yang  diran-
cang senada dengan spirit 
Pestapora sebagai hajatan 
musiknya anak kalcer dan 
skena masa kini.  

Selama tiga hari, para 
pengunjung pun dapat me-
nikmati rangkaian keseruan 
yang beragam. 

“Classy Yamaha hadir 
dengan membawa karak-
ter stylish, expressive, dan 
youthful yang tentunya san-
gat dekat preferensi lifestyle 
generasi muda kalcer dan 

skena masa kini. Melalui Ya-
maha Grand Filano Hybrid 
dan Fazzio Hybrid.

“ K e h a d i r a n  k a m i  d i 
Pestapora 2026 pun menjadi 
kesempatan yang baik untuk 
berinteraksi lebih dekat seka-
ligus menghadirkan penga-
laman yang fun, kreatif, dan 
relevan dengan lifestyle anak 
muda maasa kini yang haus 
untuk terus mengeksplorasi 
jati diri mereka,” ujar Rifki 
Maulana, Manager Public Re-
lations,  YRA & Community 
PT Yamaha Indonesia Motor 
Manufacturing. 

Mengawali rangkaian 
kegiatan, Classy Yamaha 

mengajak para pengguna-
nya menikmati perjalanan 
menuju Pestapora melalui 
kegiatan rolling city bersama 
komunitas Kalcer Skuter. 
Berangkat dari Mataram 
City Park, Blok M, Jakarta 
Selatan, aktivitas ini dira-
maikan oleh deretan modifi-
kasi Classy serta warna baru 
Yamaha Fazzio Special Edi-
tion Sunset Blue. Setibanya 
di venue yang berada dekat 
dengan Hingar Bingar Stage,  

para peserta pun menik-
mati berbagai aktivitas dan 
keseruan yang ada. Keseruan 
di booth Yamaha X Pestapora 
berlanjut dengan kehadiran 

Baskara Mahendra yang 
mengajak para pengunjung 
booth untuk berkaraoke ber-
sama dengan iringan musik 
yang dipandu dari DJ SDN  
Sukadansa. Tak hanya meng-
hadirkan hiburan, pengun-
jung juga dapat mengenal 
lebih dekat karakter dan 
keunggulan Yamaha Grand 
Filano Hybrid sebagai bagi-
an dari lifestyle anak kalcer 
masa kini. Pengalaman terse-
but semakin lengkap dengan 
hadirnya kesempatan untuk 
melihat langsung karya mo-
difikasi Grand  

Filano Hybrid dari salah 
satu pemenang Grand Fila-

no Classy Artsy Challenge 
2026. 

Melengkapi keseruan di 
Pestapora 2026, Classy Ya-
maha menghadirkan be-
ragam aktivitas interaktif 
sebagai ruang ekspresi bagi 
pengunjung. Pengalaman 
tersebut turut dilengkapi 
dengan sejumlah fasilitas 
dan hiburan yang menarik, 
sekaligus pengunjung juga 
berkesempatan dapatkan 
merchandise menarik. 

“Seru banget booth Ya-
maha di Pestapora, karena 
banyak aktivitas yang bisa 
dicoba mulai dari photo-
booth, games, sampai aneka 

STAND Classy Yamaha, saat meramaikan gelaran pestapora 2026, di Kemayoran, Jakarta Pusat, belum lama ini. FOTO: DOK.YAMAHA

Classy Yamaha Ramaikan Gelaran Pestapora 2026 di Kemayoran
keseruan lainnya. Menurut 
aku, vibe booth-nya juga 
stylish dan cocok banget 
dengan suasana Pestapora. 
Selain bisa have fun, kita 
juga bisa lihat langsung 
Grand Filano Hybrid dan 
Fazzio Hybrid yang me-
mang pas buat anak muda. 
Jadi, booth Yamaha ini bu-
kan cuma tempat lihat mo-
tor, tapi juga jadi salah satu 
spot yang asyik buat menik-
mati suasana Pestapora,”u-
jar Ifa salah satu pengunjung 
booth. 

Yamaha Grand Filano 
Hybrid dan Fazzio Hybrid 
hadir sebagai bagian dari 
Classy Yamaha yang me-
madukan gaya, teknologi, 
dan kepraktisan. Grand 
Filano Hybrid mengusung 
desain mewah dan elegan, 
didukung mesin Blue Core 
Hybrid 125 cc yang ber-
tenaga dan irit, serta fitur 
Y-Connect, Smart Key Sys-
tem, dan bagasi 27 liter. 
Sementara itu, Fazzio Hy-
brid hadir dengan konsep 
“White Canvas” melalui 
desainnya yang stylish dan 
mudah dikustomisasi se-
bagai ruang ekspresi anak 
muda. Dilengkapi teknologi 
Blue Core  Hybrid yang ber-
tenaga dan irit, Smart Key 
System, serta pilihan warna 
yang colorful.  

Yamaha memasarkan 
Grand Filano Hybrid den-
gan harga:  • Lux : Rp 
29,145,000  • Hybrid Neo : 
Rp 28,665,000.  

Sementara Yamaha me-
masarkan Fazzio Hybrid 
dengan harga:*  • Fazzio 
Special Edition Sunset Blue 
: Rp 23,150,000  • Fazzio 
Special Edition Stary Night 
: Rp 25,250,000  • Lux : Rp 
25,095,000  • Hybrid Neo : 
Rp 24,405,000.*/HJ
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SULTENG RAYA – Kepa-
nikan terjadi di Dusun II, Desa 
Tomoli Utara, Kecamatan 
Toribulu, Kabupaten Parigi 
Moutong, Ahad (27/9/2026) 
pagi. Satu unit rumah milik 
warga bernama Abdul Muis 
(41) terbakar sekitar pukul 
09.00 Wita.

Saat kebakaran terjadi, Ab-
dul Muis diketahui sedang 
berada di dalam rumah dan 
tengah membuat bumbu di 
dapur. Ia kemudian melihat 
asap masuk ke dalam rumah 
yang sempat diduganya be-
rasal dari aktivitas tetangga 
yang sedang membakar ikan 
di sekitar lokasi.

Namun, beberapa saat ke-
mudian, korban melihat koba-
ran api telah berada di bagian 
atas atap rumah. Menyadari 
kondisi tersebut, Abdul Muis 
langsung bertindak cepat 
menyelamatkan anak-anak-
nya keluar dari rumah.

Dalam situasi tersebut, kor-
ban tidak sempat menyela-
matkan sejumlah barang ber-
harga yang berada di dalam 
rumah.

Teriakan minta tolong kor-
ban kemudian mengundang 
perhatian warga sekitar. Salah 
seorang saksi, Sukardi (46), 
yang merupakan tetangga 
korban, bersama warga lain-
nya langsung membantu pro-
ses pemadaman.

Berkat respons cepat warga, 
api berhasil dipadamkan se-
kitar pukul 10.00 Wita. Tidak 
terdapat korban jiwa maupun 
korban luka dalam peristiwa 
tersebut. Akibat kebakaran, 
rumah milik Abdul Muis 
mengalami kerusakan dan 

TKP kebakaran rumah di Dusun II, Desa Tomoli Utara, Kecamatan 
Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, Ahad (27/9/2026) pagi. 
FOTO: DOK POLSEK AMPIBABO

Rumah Warga di Tomoli 
Utara Terbakar

korban diperkirakan menga-
lami kerugian materiil sekitar 
Rp42 juta.

Dari keterangan awal yang 
dihimpun di lokasi, kebaka-
ran diduga berkaitan dengan 
korsleting arus listrik pada 
instalasi listrik rumah korban. 
Namun, dugaan tersebut ma-
sih memerlukan pemeriksaan 
lebih lanjut untuk memastikan 
penyebab pasti kebakaran.

Kapolsek Ampibabo, Iptu 
Ansaruddin, S.H., mengata-
kan pihaknya telah menda-
tangi lokasi, melakukan pen-
gecekan, mengumpulkan 
keterangan dari korban dan 
warga sekitar serta memas-
tikan situasi pascakebakaran 
tetap aman dan kondusif.

“Alhamdulillah tidak 
ada korban jiwa dalam ke-
jadian ini. Korban bersama 
anak-anaknya berhasil menye-
lamatkan diri sebelum api 
membesar. Kami telah mela-
kukan pengecekan awal dan 
mengumpulkan keterangan 
dari korban maupun masya-
rakat sekitar,” ujar Iptu Ansar-
uddin.

Kapolsek menegaskan, ter-
kait penyebab kebakaran, 
pihaknya masih mengedepan-
kan pemeriksaan dan fakta di 
lapangan. Dugaan korsleting 
listrik belum dapat dijadikan 
sebagai kesimpulan akhir se-
belum dilakukan pemeriksaan 
lebih lanjut.

“Untuk penyebab kebaka-
ran, sementara masih diduga 
akibat korsleting arus listrik. 
Namun kami tidak ingin ber-
spekulasi. Penyebab pastinya 
perlu dipastikan melalui pe-
meriksaan lebih lanjut agar 
informasi yang disampaikan 
kepada masyarakat benar-be-
nar sesuai fakta,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan masy-
arakat agar meningkatkan ke-
waspadaan terhadap potensi 
kebakaran, khususnya yang 

berkaitan dengan instalasi dan 
peralatan listrik di rumah.

“Kami mengimbau masya-
rakat untuk memeriksa kon-
disi kabel, stop kontak dan 
peralatan listrik secara berkala. 
Jangan menggunakan instalasi 
listrik yang sudah rusak atau 
tidak layak. Selain itu, kom-
por, tungku maupun sumber 
api lainnya jangan ditinggal-
kan dalam keadaan menyala 
tanpa pengawasan,” imbau 
Kapolsek.

Menurutnya, kewaspadaan 
menjadi semakin penting di 
kawasan permukiman ka-
rena kebakaran pada satu 
bangunan dapat dengan cepat 
mengancam rumah-rumah di 
sekitarnya apabila tidak segera 
ditangani.

Polsek Ampibabo juga ber-
koordinasi dengan pemer-
intah desa dan pihak terkait 
untuk penanganan pascake-
bakaran, termasuk pendataan 
dampak serta kemungkinan 
dukungan bagi korban.

Kapolsek menambahkan, 
masyarakat juga diminta ti-
dak mudah menyebarkan 
informasi mengenai penyebab 
kebakaran sebelum ada kepas-
tian dari hasil pemeriksaan.

“Kami mengajak masyara-
kat untuk tidak menyebarkan 
informasi yang belum terve-
rifikasi. Apabila mengetahui 
adanya kejadian kebakaran 
atau kondisi yang berpoten-
si membahayakan, segera 
laporkan kepada petugas 
agar dapat ditangani dengan 
cepat,” pungkasnya.

Pascakejadian, situasi di 
sekitar lokasi kebakaran ter-
pantau aman dan kondusif. 
Personel kepolisian tetap me-
lakukan pemantauan sekali-
gus mengantisipasi kemung-
kinan munculnya gangguan 
kamtibmas maupun risiko ke-
selamatan dari sisa bangunan 
yang terbakar.*/YAT

PERSONEL Satbrimobda Sulawesi Tengah saat berhasil naik podium pada ajang International Open 
Indoor Skydiving Championships Kapolri Cup II yang berlangsung di Gedung Soemardhi Simulator 
Terjun Payung Windtunnel Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 17 hingga 20 September 2026. FOTO: 
DOK SATBRIMOB POLDA SULTENG

Satbrimob Polda Sulteng 
Ukir Prestasi di Kejuaraan Indoor 

Skydiving Kapolri Cup II

Dalam kejuaraan yang di-
ikuti peserta dari Indonesia 
dan berbagai negara tersebut, 
personel Satbrimobda Sulteng 
berhasil meraih sejumlah pre-
stasi pada kategori kelas na-
sional. Salah satunya melalui 
raihan Juara 1 Kelas 2 Way 
VFS Open.

Prestasi lainnya ditorehkan 
pada dua nomor berbeda, 
yakni Kelas 2 Way FS Open 
dan 4 Way FS Open. Pada 
kedua kelas tersebut, personel 
Satbrimobda Sulteng berhasil 
mengisi seluruh posisi podi-
um dengan masing-masing 

meraih Juara 1, Juara 2, dan 
Juara 3. Capaian tersebut men-
jadi hasil dari kemampuan 
dan kesiapan personel dalam 
mengikuti cabang olahraga 
indoor skydiving yang men-
untut koordinasi, ketepatan 
gerakan, konsentrasi, serta ke-
kompakan tim selama berada 
di dalam windtunnel.

Dalam sambutannya pada 
penutupan kejuaraan, Koman-
dan Korps Brimob Polri Kom-
jen Pol. Ramdani Hidayat, 
S.H. menyampaikan ucapan 
selamat dan apresiasi kepada 
seluruh juri, panitia, pelatih, 

SULTENG RAYA - Personel Satbrimobda 
Sulawesi Tengah (Sulteng) menorehkan pre-
stasi membanggakan dalam ajang Internati-
onal Open Indoor Skydiving Championships 
Kapolri Cup II yang berlangsung di Gedung 
Soemardhi Simulator Terjun Payung Wind-
tunnel Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, 17 
hingga 20 September 2026.

ofisial, serta para peserta dari 
Indonesia dan berbagai negara 
yang telah berpartisipasi.

Ia menyampaikan bahwa 
pelaksanaan kejuaraan terse-
but menunjukkan semakin 
berkembangnya olahraga 
indoor skydiving sekaligus 
menjadi ruang munculnya 
atlet-atlet dan generasi baru 
yang memiliki potensi untuk 
terus berkembang di cabang 
olahraga tersebut.

Sementara itu, Dansatbri-
mob Polda Sulteng Kombes 

Pol. Kurniawan Tandi Rongre, 
S.I.K., M.Si. mengungkapkan 
rasa bangga dan apresiasinya 
atas capaian para personel 
yang telah membawa nama 
Satbrimobda Sulawesi Tengah 
dalam ajang berskala interna-
sional tersebut.

“Prestasi ini tentu menjadi 
kebanggaan bagi Satbrimobda 
Sulawesi Tengah. Namun, 
para personel jangan cepat 
berpuas diri. Jadikan capaian 
ini sebagai motivasi untuk te-
rus berlatih, meningkatkan ke-
mampuan dan menempa diri 
agar dapat mempertahankan 
sekaligus meningkatkan pre-
stasi ke depannya,” ujarnya.

Menurutnya, capaian terse-
but juga menunjukkan bahwa 
kemampuan personel Brimob 
tidak hanya dibangun melalui 
pelaksanaan tugas operasi-
onal, tetapi turut didukung 
dengan pengembangan po-
tensi dan keterampilan yang 
dapat mengharumkan nama 
satuan dalam berbagai ajang.

Rangkaian kejuaraan Inter-
national Open Indoor Skydi-
ving Championships Kapolri 
Cup II kemudian ditutup 
setelah seluruh nomor pertan-
dingan selesai dilaksanakan. 
Prestasi yang diraih personel 
Satbrimobda Sulteng men-
jadi catatan positif sekaligus 
motivasi untuk terus men-
gembangkan kemampuan di 
bidang indoor skydiving.*/YAT

SULTENG RAYA - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun (HUT) ke-81 
Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) Tahun 2026, Kodam 
XXIII/Palaka Wira (PW) 
melaksanakan anjangsana 
dan silaturahmi kepada to-
koh agama, tokoh adat dan 
tokoh masyarakat di Kota 
Palu, Kamis (24/9/2026).

Kegiatan tersebut dilaksa-
nakan oleh para Pejabat 
Utama (PJU) Kodam XXIII/
PW dan Kabalakdam XXI-
II/PW di kediaman para 
tokoh yang menjadi tujuan 
anjangsana.

Anjangsana dilakukan 
kepada Prof. Dr. K.H. Zae-
nal Abidin, M.Ag. selaku 
tokoh agama, Drs. Husen 
Habibu, M.H.I. selaku to-
koh adat, serta Dr. Timudin 
Dg. Bauwo selaku tokoh 
masyarakat. Kegiatan ini 
menjadi momentum untuk 
mempererat silaturahmi, 
membangun komunikasi 
serta memperkuat sinergi 
antara TNI dengan tokoh ag-
ama, tokoh adat dan tokoh 
masyarakat dalam menjaga 
kerukunan, persatuan dan 
kondusivitas wilayah.

Melalui kegiatan tersebut, 
Kodam XXIII/PW terus 
memperkuat kemanungga-
lan TNI dengan rakyat serta 

PARA Pejabat Utama (PJU) Kodam XXIII/PW dan Kabalakdam 
XXIII/PW saat berpose bersama di kediaman Prof. Dr. K.H. Zaen-
al Abidin, M.Ag. selaku tokoh agama, Kamis (24/9/2026). FOTO: 
PENDAM XXIII/PW

SEMARAK HUT KE-81 TNI
PJU Kodam XXIII/PW 

Silaturahmi dengan Tokoh 
Agama, Adat dan Masyarakat

membangun kebersamaan 
dengan seluruh kompo-
nen masyarakat. TNI Kuat 
Bersama Rakyat, Indonesia 
Berdaulat, Adil dan Mak-
mur.*/YAT

SULTENG RAYA - Kapol-
da Sulawesi Tengah (Sulteng) 
Irjen Pol Nasri memimpin 
upacara serah terima jabatan 
(sertijab) Dirreskrimsus Polda 
Sulteng dan Kapolres Sigi. Ke-
giatan berlangsung di Lapan-
gan Apel Mapolda Sulteng, 
Rabu (23/9/2026).

Upacara tersebut dihadiri 
Wakapolda Sulteng Brigjen 
Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma 
Putra Rauf, Irwasda Kombes 
Pol Purwanto Puji Sutan, para 
pejabat utama Polda Sulteng, 
Kapolres/ta jajaran, Ketua 
Bhayangkari Daerah Sulteng 
beserta pengurus, serta per-
sonel dan ASN Polda Sulteng.

Setelah upacara sertijab, 
kegiatan dilanjutkan dengan 
acara pengantar tugas. Dalam 
sambutannya, Kapolda Sul-
teng Irjen Nasri mengatakan 
mutasi, baik dalam bentuk 
promosi maupun rotasi, me-
rupakan bagian dari kebu-
tuhan organisasi sekaligus 
pembinaan karier personel.

Menurutnya, mutasi jabatan 
juga menjadi langkah strategis 
untuk memastikan keberlan-
jutan program dan kesinam-
bungan kinerja organisasi. 

"Pergantian jabatan diha-
rapkan dapat menghadirkan 
pembaruan ide, gagasan, serta 
perspektif dalam menghadapi 
tantangan tugas Polri yang 
semakin kompleks," ucap 
Kapolda Sulteng.

Irjen Nasri juga meminta 

KAPOLDA Sulteng Irjen Pol Nasri saat memimpin upacara sertijab Dirreskrimsus 
Polda Sulteng dan Kapolres Sigi, di Lapangan Apel Mapolda Sulteng, Rabu 
(23/9/2026). FOTO: BIDHUMAS POLDA SULTENG

Kapolda Sulteng Pimpin Sertijab 
Dirreskrimsus dan Kapolres Sigi

para pejabat yang baru segera 
menyesuaikan diri dengan 
lingkungan tugas dan men-
jalankan tanggung jawab se-
cara maksimal. Hal itu dinilai 
penting mengingat dinamika 
keamanan dan ketertiban 
masyarakat (kamtibmas) terus 
berkembang. “Saya ucapkan 
terima kasih kepada pejabat 
lama atas dedikasi dan pen-
gabdiannya. Selamat bertugas 
kepada pejabat yang baru den-
gan melakukan environment 
scanning dan organization 
health analysis di tempat tugas 
yang baru,” ungkapnya.

Sementara itu, Kabidhumas 
Polda Sulteng Kombes Pol 
Achmad Muhaimin menje-
laskan pejabat yang melaksa-
nakan sertijab. Dirreskrimsus 
Polda Sulteng sebelumnya 
dijabat Kombes Pol Suratno 
yang mendapat penugasan 
baru sebagai Analis Kebija-
kan Madya Bidang Pidter 

Bareskrim Polri dalam rangka 
Dikbangti TA 2026.

Jabatan Dirreskrimsus Pol-
da Sulteng selanjutnya diisi 
AKBP Putu Hendra Binangka-
ri yang sebelumnya menjabat 
Wakapolresta Bandung Polda 
Jawa Barat. Sementara jabatan 
Kapolres Sigi sebelumnya dija-
bat AKBP Kari Amsah Ritonga 
yang mendapat penugasan se-
bagai Wadansatbrimob Polda 
Sumatera Utara.

Posisi Kapolres Sigi selan-
jutnya dipercayakan kepada 
AKBP Agus Dwi Cahyono 
yang sebelumnya menjabat PS 
Kabagwassidik Ditreskrimsus 
Polda Gorontalo.

“Kami berharap mutasi dan 
sertijab ini dapat memberikan 
energi serta perspektif baru 
dalam pelaksanaan tugas, 
sehingga pemeliharaan kam-
tibmas dapat berjalan secara 
optimal di Sulawesi Tengah,” 
jelasnya.*/YAT
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Direktur Bank Aladin 
Syariah Arief Satrio Putra 
mengatakan, pertumbuhan 
jumlah nasabah menjadi 
peluang sekaligus tanggung 
jawab bagi perseroan untuk 
menjaga akses dan kualitas 
layanan keuangan syariah.

“Hingga Kuartal II 2026, 
kami telah melayani lebih 
dari 3,9 juta nasabah ter-
daftar. Skala ini merupakan 
peluang sekaligus tanggung 
jawab bagi kami untuk te-
rus memperluas akses dan 

SULTENG RAYA - In-
donesia menegaskan aksi 
iklim harus diterjemahkan 
menjadi hasil nyata yang 
mendukung penurunan 
emisi sekaligus pertum-
buhan ekonomi, ketahanan 
energi, pengentasan kemis-
kinan, penciptaan lapangan 
kerja, dan ketahanan masy-
arakat. Menteri Lingkun-
gan Hidup/Kepala Badan 
Pengendalian Lingkungan 
Hidup (BPLH) Mohammad 
Jumhur Hidayat mengata-
kan, hal tersebut menjadi 
komitmen Indonesia mener-
jemahkan ambisi perubahan 
iklim menjadi aksi di bawah 
kepemimpinan Presiden 
Prabowo Subianto.

"Persetujuan Paris men-
jadi kompas kita. Namun, 
ketika ruang untuk men-
jaga kenaikan suhu global 
1,5 derajat Celsius sema-
kin sempit, tantangan kita 
adalah menjembatani ko-
mitmen global agar menjadi 
hasil nyata, dengan berpe-
doman pada keadilan serta 
prinsip common but diffe-
rentiated responsibilities 
and respective capabilities," 
ujar Jumhur dalam Interac-
tive Leaders Dialogue on 
Climate Action and the Just 
Transition di Markas Besar 
PBB, New York, Amerika 
Serikat, Selasa (23/9/2026).

Dalam siaran pers yang 
diterima Republika, Kamis 
(25/9/2026), Jumhur men-

gatakan Indonesia mener-
jemahkan ambisi iklim me-
lalui pembaruan komitmen 
nasional untuk menurunkan 
emisi gas rumah kaca sesuai 
Persetujuan Paris, termasuk 
Enhanced NDC dan Second 
NDC. Arah kebijakan ter-
sebut ditujukan menuju 
net-zero emissions pada 
2060 atau lebih cepat.

Jumhur mengatakan In-
donesia mempercepat aksi 
iklim di berbagai sektor 
ekonomi. Pada sektor ke-
hutanan dan penggunaan 
lahan lainnya atau Forestry 
and Other Land Use (FOLU), 
Indonesia mendorong pe-
ningkatan serapan gas ru-
mah kaca agar lebih besar 
dibandingkan emisi yang 
dihasilkan melalui target 
Net Sink 2030.

Sementara itu, pada sektor 
limbah, pemerintah mem-
perkuat upaya pengurangan 
emisi metana melalui per-
baikan pengelolaan sampah 
dan air limbah, pengem-
bangan ekonomi sirkular, 
penerapan teknologi, serta 
peningkatan kapasitas pe-
merintah daerah. Transfor-
masi juga dilakukan pada 
sektor industri.

Menurut Jumhur, pemer-
intah menempuh dua jalur 
yang saling melengkapi, 
yakni mendekarbonisasi 
industri yang telah ada seka-
ligus membangun industri 
rendah karbon sejak awal. 

BANK Aladin Syariah meraih penghargaan “Best Islamic Digital Offering by a Bank in Indonesia” 
dalam IFN Best Bank Poll 2025. FOTO: BANK ALADIN SYARIAH

Bank Aladin Syariah 
Kembangkan 

Ekosistem Digital

SULTENG RAYA - Bank Aladin Syariah 
mencatat lebih dari 3,9 juta nasabah terdaftar 
hingga kuartal II 2026, seiring pengemban-
gan layanan perbankan digital dan perluasan 
ekosistem keuangan syariah. Pada periode 
yang sama, perseroan membukukan laba ber-
sih Rp38,3 miliar dengan total aset mencapai 
Rp15,1 triliun.

donesia. Jaringan tersebut 
memungkinkan layanan 
perbankan syariah berbasis 
digital terhubung dengan 
akses fi sik di berbagai wi-
layah.

Arief mengatakan, pen-
gembangan ekosistem di-
lakukan untuk menghu-
bungkan layanan digital 
dengan kebutuhan transaksi 
masyarakat sehari-hari.

“Bagi kami, inovasi bu-
kan hanya tentang meng-
hadirkan teknologi, tetapi 
bagaimana teknologi dapat 
memperluas akses, mem-
buat layanan syariah sema-
kin mudah dijangkau dan 
relevan dengan kebutuhan 
sehari-hari, serta memberi-
kan manfaat yang nyata bagi 
nasabah,” kata Arief.

Selain pertumbuhan nasa-
bah dan aset, Bank Aladin 
Syariah mencatat laba bersih 
Rp38,3 miliar hingga kuartal 
II 2026. Perseroan menilai 
pertumbuhan digital perlu 
berjalan bersama dengan 
kualitas layanan, inovasi, 
kepatuhan terhadap prinsip 
syariah, serta penciptaan 
nilai bagi nasabah.

Pengembangan layanan 
tersebut mendapat peng-
hargaan “Best Islamic Di-
gital Offering by a Bank in 
Indonesia” dalam IFN Best 
Bank Poll 2025 dari Islamic 
Finance News. Penghargaan 
tersebut menjadi yang ke-
dua bagi Bank Aladin Sya-
riah setelah meraih kategori 
yang sama pada 2024.RPB

menghadirkan layanan keu-
angan syariah yang semakin 
mudah dijangkau, relevan 
dengan kebutuhan masyara-
kat, dan memberikan man-
faat nyata dalam perjalanan 
fi nansial mereka,” ujar Arief 
dalam siaran pers, Jumat 
(25/9/2026).

Melalui aplikasi Bank Ala-
din Syariah, nasabah dapat 
mengakses berbagai layanan 
perbankan dan transaksi di-
gital, mulai dari tabungan, 
deposito, tabungan umrah 
dan qurban, pembayaran ta-
gihan, pembelian pulsa dan 
paket data, donasi hingga 
pengisian e-wallet.

Bank Aladin Syariah juga 
mengembangkan layanan 
Bank as a Service (BaaS) 
yang memungkinkan ka-
pabilitas perbankan dan 
layanan keuangan syariah 
diintegrasikan ke dalam 
ekosistem serta platform 
digital mitra.

Ekosistem tersebut turut 
ditopang jaringan Alfa 
Group melalui lebih dari 
25.000 gerai di seluruh In-

S U L T E N G  R A Y A  - 
Danantara Indonesia dan 
Thales menandatangani 
Nota Kesepahaman (Memo-
randum of Understanding/
MoU) untuk menjajaki kerja 
sama di bidang kecerdasan 
buatan (AI), sistem pertaha-
nan, teknologi digital, dan 
keamanan siber. Kerja sama 
tersebut mencakup peluang 
investasi pada manufak-
tur teknologi pertahanan, 
fasilitas pemeliharaan dan 
layanan, sistem keamanan 
bandara, pengembangan 
AI, pusat operasi keamanan 
siber, serta teknologi pas-
ca-kuantum.

Bagi Danantara Indonesia, 
sektor-sektor tersebut dini-
lai memiliki peran dalam 
pengembangan teknologi 
strategis, inovasi, dan per-
tumbuhan ekonomi jangka 
panjang. Sementara itu, Tha-
les membawa pengalaman 
di bidang pertahanan, kedir-
gantaraan, keamanan siber, 
dan solusi digital setelah 
hampir 50 tahun beroperasi 
di Indonesia.

MoU tersebut menjadi 
kerangka awal untuk men-
jajaki berbagai peluang in-
vestasi di Indonesia. Kerja 
sama juga membuka pe-
luang kolaborasi dengan 
Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) dalam ekosistem 
Danantara Indonesia yang 
bergerak di industri terkait.

Ricardo Irwan Rei, Ma-
naging Director Strategic 
Technology Initiatives, CTO 
Offi ce, Danantara Indonesia, 
mengatakan investasi pada 
teknologi maju, kapabilitas 
digital, keamanan siber, dan 
infrastruktur kritikal dapat 
mendukung pengembangan 
industri dalam negeri.

“Indonesia memiliki pelu-
ang besar untuk memperce-
pat pengembangan industri 
strategis berbasis teknolo-

DANANTARA Indonesia dan Thales menandatangani nota kese-
pahaman kerja sama teknologi strategis, AI, pertahanan, teknologi 
digital, dan keamanan siber di Indonesia. FOTO: DANANTARA

Danantara dan Thales Jajaki Pengembangan Teknologi Strategis

gi yang akan membentuk 
masa depan perekonomian 
nasional. Sebagai investor 

jangka panjang, Danantara 
Indonesia meyakini bahwa 
investasi pada teknologi 

maju, kapabilitas digital, 
keamanan siber, dan infra-
struktur kritikal akan mem-
bantu mempercepat trans-
fer teknologi, menciptakan 
lapangan kerja berkeahlian 
tinggi, memperkuat kemam-
puan industri dalam negeri, 
serta mendukung pertum-
buhan ekonomi Indonesia 
yang berkelanjutan dan 
berkualitas,” kata Ricardo 
dalam siaran pers, Jumat 
(25/9/2026).

Senior Vice-President Asia 
and Latin America Thales 
Group Guy Bonassi men-
gatakan, Thales akan bekerja 
sama dengan Danantara 
Indonesia dalam pengem-
bangan teknologi strategis, 
termasuk AI dan pertaha-
nan.

“Thales sangat antusias 
dapat bekerja sama dengan 
Danantara untuk pertama 

kalinya di sektor-sektor 
mutakhir dan strategis se-
perti AI dan pertahanan. 
Kami merasa terhormat 
dipilih oleh Danantara In-
donesia untuk berkontribusi 
pada proyek-proyek ambi-
sius yang akan mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan 
penguatan kapabilitas in-
dustri lokal.”

Menurut Thales, perusa-
haan tersebut telah hadir di 
Indonesia selama hampir 50 
tahun dan memiliki tekno-
logi di bidang pertahanan, 
kedirgantaraan, keamanan 
siber, serta solusi digital.

MoU tersebut merupakan 
kerangka kerja awal. Setiap 
investasi yang lebih spesifi k 
akan melalui evaluasi lebih 
lanjut, ketentuan tata kelola 
yang berlaku, serta perjanji-
an defi nitif yang disepakati 
kedua pihak.RPB

MENTERI Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Mohammad Jumhur 
Hidayat menghadiri Climate Summit 2026 on Climate Action and 
the Just Transition yang merupakan rangkaian Sidang Majelis 
Umum PBB ke-81 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Seri-
kat, Rabu (23/9/2026). FOTO: IST

HADIRI FORUM PBB

Menteri LH Tegaskan Komitmen RI 
Kendalikan Perubahan Iklim

Upaya tersebut didukung 
inovasi dan penerapan car-
bon capture, utilisation and 
storage (CCUS) secara ber-
tanggung jawab dengan 
memanfaatkan potensi for-
masi geologi serta mening-
katkan kapasitas teknologi 
Indonesia. Di sektor energi, 
Indonesia mendorong pen-
gembangan energi terbar-
ukan dalam skala besar, 
termasuk energi surya dan 
panas bumi. Pemerintah 
juga memperkuat ketahanan 
energi melalui implementasi 
B50 biodiesel secara nasio-
nal. Jumhur menambahkan, 
pengembangan ekosistem 
kendaraan listrik menjadi 
bagian dari transformasi in-
dustri rendah karbon sekali-
gus upaya menciptakan nilai 
tambah di dalam negeri.

"Transisi kita harus adil, 
tertib, dipimpin oleh negara, 
dan berpusat pada rakyat. 
Transformasi energi har-
us memperkuat ketahanan 
dan keterjangkauan ener-
gi, menciptakan pekerjaan 
hijau yang layak dan nilai 
tambah lokal, serta melin-
dungi masyarakat rentan," 
katanya.

Selain mitigasi, Indonesia 
menekankan pentingnya 
adaptasi terhadap dampak 
perubahan iklim. Sebagai 
negara kepulauan, Indone-
sia menghadapi berbagai 
risiko perubahan iklim se-
hingga upaya adaptasi dini-
lai perlu berjalan beriringan 
dengan pengurangan emisi.

Indonesia mengembang-
kan perlindungan kawasan 
pesisir, termasuk Giant 
Sea Wall di pantai utara 
Jawa, bersamaan dengan 
perlindungan dan restorasi 
mangrove serta ekosistem 
pesisir. Pendekatan tersebut 
diarahkan untuk melin-
dungi masyarakat, mata 
pencaharian, infrastruktur, 
serta keberlanjutan pem-
bangunan di wilayah pesisir.

Dengan demikian, aksi 
iklim Indonesia tidak hanya 
diarahkan pada penurunan 
emisi, tetapi juga pening-
katan ketahanan masyarakat 
dan ekosistem terhadap 
dampak perubahan iklim.

Dalam forum tersebut, 
Jumhur juga menekankan 
pentingnya dukungan pem-
biayaan bagi negara berkem-
bang. Menurutnya, negara 
berkembang tidak dapat me-

lakukan transformasi pada 
skala dan kecepatan yang 
diperlukan tanpa dukungan 
pembiayaan yang memadai.

Indonesia, katanya, terus 
memobilisasi sumber daya 
domestik dan mengem-
bangkan instrumen nilai 
ekonomi karbon. Namun, 
pembiayaan iklim interna-
sional dinilai perlu terjang-
kau, mudah diakses, dapat 
diprediksi, dan sepadan 
dengan besarnya tantangan 
perubahan iklim.

Dukungan pembiayaan 
juga perlu mencakup se-
luruh siklus implementa-
si kebijakan iklim, mulai 
dari penyediaan data risiko, 
perencanaan, penyiapan 
program dan proyek, tekno-
logi, peningkatan kapasitas, 
pelaksanaan, hingga trans-
paransi, pemantauan, dan 
pembelajaran.

Indonesia juga menyeru-
kan peningkatan dukungan 
terhadap loss and dama-
ge, terutama bagi negara 
berkembang yang rentan 
terhadap kejadian cuaca 
ekstrem maupun dampak 
perubahan iklim yang ber-
langsung secara perlahan.

Menjelang Conference of 
the Parties (COP) ke-31 di 
Antalya, Türkiye, Indone-
sia mendorong kemajuan 
dalam implementasi aksi 
iklim serta peningkatan 
sasaran kuantitatif kolektif 
baru untuk pembiayaan 
iklim atau New Collective 
Quantifi ed Goal on Climate 
Finance (NCQG).

Jumhur mengatakan mul-
tilateralisme harus mam-
pu menghasilkan manfaat 
konkret bagi masyarakat, 
khususnya kelompok yang 
paling rentan terhadap dam-
pak perubahan iklim.

"Indonesia siap mem-
perdalam kemitraan yang 
mampu mengubah ambi-
si iklim menjadi pemban-
gunan nyata, peluang eko-
nomi, dan ketahanan bagi 
semua," ujar dia.

Jumhur  mengatakan 
pesan Indonesia dalam fo-
rum tersebut menegaskan 
aksi iklim harus bergerak 
dari komitmen menuju im-
plementasi dan dari ambisi 
menuju hasil nyata. Pende-
katan sektoral juga perlu 
diarahkan menjadi trans-
formasi pembangunan yang 
terintegrasi.RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

KEMATIAN Muhammad Rasya 
Fadilla, 18, taruna Politeknik 
Pelayaran Malahayati Aceh, 
tidak boleh berlalu hanya se-

bagai kabar duka. Negara, melalui institusi 
yang berwenang, harus memastikan penye-
bab kematiannya secara terang benderang.

Rasya merupakan mahasiswa diploma 
III studi nautika asal Gampong Meunasah 
Mee, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokse-
umawe. Ia meninggal di RSUD dr Zainoel 
Abidin, Banda Aceh, Minggu (27/9), ketika 
masih dalam rangkaian masa orientasi 
kampus.

Sebelum meninggal, Rasya mengalami 
demam tinggi, nyeri tenggorokan, dan 
ruam kemerahan di sekujur tubuh. Sejauh 
ini belum terang apa penyebab pasti kema-
tiannya. Karena itu, tidak patut siapa pun 
tergesa-gesa menyimpulkan, baik bahwa 
kematiannya semata-mata akibat penyakit 
maupun mengaitkannya dengan kekerasan.

Justru ketidakjelasan itulah yang menja-
di alasan kuat untuk mengusut peristiwa 
tersebut hingga tuntas. Penyelidikan harus 
mampu merekonstruksi secara lengkap 
apa yang dialami Rasya sejak mengikuti 
orientasi, kapan kondisi kesehatannya mulai 
menurun, kegiatan apa saja yang dijalani, 
bagaimana penanganan pertama diberikan, 
hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit.

Semua pihak yang mengetahui rangkaian 
peristiwa mesti dimintai keterangan. Rekam 
medis dan bukti lain yang relevan harus di-
periksa. Bila diperlukan, pemeriksaan medis 
lanjutan harus dilakukan demi mendapat-
kan penyebab kematian berdasarkan bukti, 
bukan asumsi.

Kampus dan Kementerian Perhubungan 
pun harus membuka informasi seluas-lu-
asnya kepada keluarga dan aparat. Jangan 
ada fakta yang ditutupi atas nama menjaga 
citra institusi. Keselamatan peserta didik 
jauh lebih berharga daripada reputasi 
lembaga.

Keharusan mengusut tuntas semakin 
relevan karena dunia pendidikan kedinasan 
pernah menghadapi tragedi kekerasan. Pada 
2023, Muhammad Rio Ferdinan Anwar, 
taruna Politeknik Pelayaran Surabaya, me-
ninggal setelah mengalami kekerasan seni-
or. Setahun kemudian, Putu Satria Ananta 
Rustika, taruna STIP Jakarta, meninggal 
setelah dianiaya senior.

Catatan kelam tersebut tentu tidak boleh 
serta-merta digunakan untuk menyimpul-
kan penyebab kematian Rasya. Namun, 
sejarah itu cukup menjadi alasan agar setiap 
kematian taruna dalam masa pendidikan 
diperiksa dengan standar kehati-hatian 
tertinggi.

Jika penyelidikan menemukan unsur 
kekerasan, kelalaian, ataupun pelanggaran 
prosedur, siapa pun yang bertanggung 
jawab mesti ditindak. Sebaliknya, jika 
kematian Rasya sepenuhnya disebabkan 
kondisi medis, hal itu pun harus diterang-
kan berdasarkan bukti yang dapat diper-
tanggungjawabkan.

Jangan sisakan teka-teki. Jangan biarkan 
keluarga hidup bersama pertanyaan yang 
tidak pernah terjawab. Usut tuntas kematian 
Rasya. Sebab, pengungkapan kebenaran 
adalah hak korban, hak keluarga, sekaligus 
kewajiban negara.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Menjaga Momentum Kemandirian 
Ekonomi di Dua Tahun Prabowo-Gibran

MEMASUKI dua tahun pemerintahan Pra-
bowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, 
agenda kemandirian ekonomi mulai menunjuk-
kan pijakan yang semakin kuat melalui pen-
guatan ketahanan pangan dan energi, stabilitas 
ekonomi makro, serta peningkatan investasi 
dan penciptaan lapangan kerja. 

SEJUMLAH capaian 
tersebut menjadi 
modal penting bagi 
pemerintah untuk 

menjaga momentum pemban-
gunan, sekaligus memastikan 
pertumbuhan ekonomi tidak 
berhenti pada angka, tetapi 
mampu diterjemahkan men-
jadi manfaat yang lebih luas, 
merata, dan berkelanjutan 
bagi masyarakat.

Prabowo menyampaikan 
bahwa pemerintahannya telah 
menghasilkan sejumlah per-
kembangan yang menurutnya 
menjadi fondasi menuju Indo-
nesia yang semakin mandiri. 
Ia menilai keberhasilan terse-
but harus dilanjutkan dengan 
kerja yang konsisten, terutama 
karena kebutuhan masyarakat 
tidak dapat menunggu.

Prabowo menekankan bah-
wa persoalan mendasar se-
perti pangan dan kebutuhan 
petani harus mendapat res-
pons cepat pemerintah. Ia juga 
menaruh perhatian pada sek-
tor kelautan dengan rencana 
pembangunan ribuan kapal 
nelayan mulai 2027 sebagai 
bagian dari upaya memper-
kuat kesejahteraan nelayan 
sekaligus mengoptimalkan 
potensi laut Indonesia.

Di sektor pangan, peme-
rintah menempatkan swas-
embada sebagai salah satu 
capaian penting selama 

setahun terakhir. Prabowo 
menyampaikan bahwa Indo-
nesia telah mencapai swas-
embada pangan dan memiliki 
cadangan yang dinilai cukup 
untuk menghadapi gangguan 
produksi, termasuk akibat 
El Nino dan kekeringan. Pe-
merintah, menurut dia, telah 
menyiapkan langkah antisi-
pasi agar ketersediaan pangan 
tetap terjaga.

Perkembangan tersebut 
menunjukkan bahwa agen-
da ketahanan pangan tidak 
hanya diarahkan untuk me-
menuhi kebutuhan masy-
arakat saat ini, tetapi juga 
menjadi bagian dari strategi 
menghadapi ketidakpastian 
global. Ketersediaan cadan-
gan pangan menjadi semakin 
penting ketika perubahan 
iklim dan gangguan rantai 
pasok internasional dapat 
memengaruhi harga maupun 
pasokan komoditas.

Di sektor energi, Prabowo 
menyampaikan bahwa sejak 1 
Juli 2026 Indonesia tidak lagi 
mengimpor solar dari luar 
negeri karena kebutuhan ter-
sebut telah dipenuhi melalui 
produksi dalam negeri. Ke-
lapa sawit menjadi salah satu 
sumber daya yang dimanfaat-
kan untuk mendukung pro-
duksi bahan bakar. Kebijakan 
ini sekaligus mencerminkan 
upaya meningkatkan nilai 
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tambah sumber daya nasional.
 Pemerintah juga terus men-

garahkan pembangunan pada 
penguatan kemandirian dan 
pengurangan ketergantun-
gan terhadap pasokan dari 
luar negeri. Jika konsistensi 
kebijakan tersebut dapat di-
pertahankan, sektor energi 
berpotensi menjadi salah satu 
bagian penting dalam mem-
perkuat ketahanan ekonomi 
nasional.

Dalam konteks ekonomi, 
Pakar Ekonomi Universitas 
Indonesia Prof. Telisa Falian-
ty memberikan catatan bah-
wa stabilitas makroekonomi 
masih terjaga. Pertumbuhan 
ekonomi berada di sekitar 
5 persen, inflasi relatif ter-
kendali di kisaran 3 persen, 
sementara tingkat pengang-
guran terbuka tercatat 4,65 
persen.

Telisa juga melihat tren ke-
miskinan secara umum terus 
menurun dan ketimpangan 
dalam lima tahun terakhir 
menunjukkan kecenderungan 
membaik. Menurutnya, arah 
kebijakan yang mendorong in-
vestasi dan penciptaan lapan-
gan kerja mulai memperkuat 
fondasi ekonomi. Meski de-
mikian, ia menekankan per-
lunya perbaikan agar manfaat 
pertumbuhan dapat dirasakan 
lebih luas oleh masyarakat.

Catatan tersebut menjadi 
penting karena keberhasilan 
pembangunan tidak cukup 
diukur dari pertumbuhan 
ekonomi semata. Efek bergan-
da dari investasi, misalnya, 
perlu diterjemahkan menjadi 
kesempatan kerja, pening-
katan pendapatan, penguatan 
usaha kecil dan menengah, 
serta perbaikan kesejahteraan 
masyarakat di daerah.

Perkembangan investasi 
yang positif juga perlu diikuti 

dengan kebijakan yang me-
mastikan manfaatnya tidak 
hanya terkonsentrasi pada 
wilayah atau kelompok ter-
tentu. Masuknya investasi 
harus mampu membuka pel-
uang bagi pelaku usaha lokal 
untuk masuk ke dalam rantai 
pasok sekaligus meningkat-
kan kemampuan tenaga kerja 
Indonesia.

Kerja sama ekonomi dengan 
sejumlah negara juga mem-
buka ruang bagi pemban-
gunan berbasis nilai tambah. 
Namun, pemerintah tetap 
perlu memastikan bahwa 
berbagai komitmen inves-
tasi diterjemahkan menjadi 
aktivitas produksi, transfer 
pengetahuan, peningkatan 
kapasitas tenaga kerja, serta 
terbukanya kesempatan eko-
nomi baru bagi masyarakat.

K e b e r h a s i l a n  s e l a m a 
setahun terakhir juga perlu 
dilihat bersama dengan tan-
tangan pemerataan yang ma-
sih membutuhkan perhatian. 
Stabilitas harga, penurunan 
pengangguran, peningkatan 
investasi, penguatan pan-
gan, dan kemandirian energi 
akan semakin berarti apabila 
diikuti peningkatan daya 
beli serta kualitas pekerjaan 
masyarakat.

Pemerintah perlu mem-
perkuat koordinasi dengan 
pemerintah daerah agar pe-
laksanaan program tidak 
menimbulkan kesenjangan 
antarwilayah. Program nasio-
nal yang memiliki target besar 
membutuhkan pengawasan 
dan evaluasi secara berkala 
agar pelaksanaannya sesuai 
dengan kebutuhan masyara-
kat di lapangan.

Dengan pengawasan yang 
terbuka, evaluasi kebijakan, 
dan ruang partisipasi masya-
rakat, capaian yang sudah di-

bangun dapat terus diperbaiki 
apabila ditemukan hambatan. 
Pengawalan tersebut bukan 
untuk mengurangi apresiasi 
terhadap keberhasilan peme-
rintah, melainkan memastikan 
setiap kebijakan memberikan 
hasil yang sesuai dengan tuju-
an awalnya.

Dalam setahun terakhir, 
berbagai capaian pemerin-
tah memperlihatkan bah-
wa agenda kemandirian 
pangan dan energi berjalan 
beriringan dengan upaya 
menjaga stabilitas ekonomi 
serta mendorong investasi. 
Prabowo sendiri mengajak 
masyarakat untuk optimis-
tis terhadap masa depan 
Indonesia dan menegaskan 
keinginan agar bangsa ini 
mampu berdiri di atas ke-
kuatannya sendiri.

Karena itu,  memasuki 
tahun-tahun berikutnya, ke-
berhasilan yang telah dicapai 
perlu terus diuji melalui hasil 
nyata di lapangan. Pemer-
intah perlu menjaga stabili-
tas, memperluas kesempatan 
kerja, memperkuat sektor 
produktif, serta memastikan 
program strategis menjang-
kau masyarakat yang mem-
butuhkan.

Pada akhirnya, capaian dua 
tahun pemerintahan Prabowo 
akan semakin bermakna apa-
bila pertumbuhan dan keman-
dirian nasional tidak hanya 
tercermin dalam angka, tetapi 
juga terasa dalam kehidu-
pan sehari-hari masyarakat. 
Pengawalan publik, evaluasi 
kebijakan, dan pemerataan 
manfaat menjadi bagian pen-
ting agar pembangunan terus 
bergerak dari sekadar capaian 
menuju kesejahteraan yang 
benar-benar dirasakan bers-
ama. Penulis: Analis Ekonomi 
dan Kebijakan Publik

Jebakan Regresif Kuliah Gratis: Menuju Perguruan Tinggi Berkeadilan
NIAT Presiden Prabowo Subianto untuk mem-
bebaskan biaya kuliah di Perguruan Tinggi 
Negeri (PTN) sepintas terdengar seperti angin 
segar yang menyejukkan. Di tengah himpitan 
ekonomi dan polemik Uang Kuliah Tunggal 
(UKT), janji pendidikan tinggi gratis senilai 
Rp93,74 Triliun per tahun untuk 2,83 juta maha-
siswa PTN mudah memantik simpati publik. 

NAMUN, dalam 
kacamata ke-
bijakan publik, 
kebijakan yang 

tampak manis di permukaan, 
tanpa kajian yang dalam ke-
rap menyimpan racun jika 
dieksekusi secara tergesa-gesa 
tanpa pemetaan keadilan sosi-
al bagi seluruh rakyat Indone-
sia. Tanpa desain yang presisi, 
janji “kuliah gratis untuk se-
mua di PTN” justru berpo-
tensi menjadi kebijakan yang 
regresif: memperlebar jurang 
ketimpangan, mengancam 
keberlangsungan kampus 
swasta, hingga merosotkan 
mutu akademik perguruan 
tinggi nasional. 

Pengalaman saya sebagai 
konsultan Bappenas tahun 
2010-2011 mengkaji sekolah 
gratis di Indonesia yang di-
praktekan beberapa daerah 
di Indonesia justru menim-
bulkan masalah baru, yaitu 
menurunnya kualitas pen-
didikan dan dampak buruk 
bagi sekolah swasta, karena 
pemerintah hanya meng-
gratiskan biaya, tetapi tidak 
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APBN secara tidak langs-
ung sedang mendanai dan 
mensubsidi kelompok yang 
sebenarnya sanggup memba-
yar. Inilah paradoks keadilan: 
anggaran negara puluhan 
triliun rupiah mengalir untuk 
membebaskan biaya kuliah 
kelompok sejahtera, semen-
tara anak-anak miskin di 
pelosok desa tetap terkendala 
hambatan non-biaya kuliah, 
seperti biaya hidup (living 
cost), opportunity cost akibat 
kehilangan penghasilan kerja, 
serta ketidaksiapan akade-
mik akibat disparitas mutu 
sekolah asal. 

BPS mencatat APK per-
guruan tinggi Indonesia pada 
2025 sebesar 32,89%, tetapi 
variasinya sangat lebar: DI 
Yogyakarta mencapai 74,70%, 
sedangkan Papua Tengah 
13,62% dan Papua Pegun-
ungan 13,34%. Jawa Barat, 
provinsi dengan populasi 
terbesar, berada pada 28,36% 
Lampung 24,38%; dan Kali-
mantan Barat 23,99%. Artinya, 
menghapus UKT di PTN tidak 
dengan sendirinya mengha-
pus ketimpangan kesempatan 
jika kapasitas, lokasi kampus, 
kesiapan akademik, dan biaya 
hidup tetap tidak merata.

Mengabaikan 4,83 Juta Ma-
hasiswa Swasta 

Kelemahan mendasar ke-
dua terletak pada sifat kebija-
kan yang amat PTN-sentris. 
Pemerintah seolah lupa bah-
wa tulang punggung per-
guruan tinggi nasional justru 
berada di pundak Perguruan 
Tinggi Swasta (PTS) dan Per-
guruan Tinggi Keagamaan 

memberikan biaya operasio-
nal pendidikan

Paradoks Keadilan: Subsidi 
untuk Kelompok Mampu 

Data Angka Partisipasi 
Kasar (APK) Perguruan Ting-
gi menyajikan cermin yang 
jujur. Saat ini, APK kelompok 
kuintil teratas/terkaya (Q5) 
telah mencapai 55,37 persen, 
sementara kuintil terendah/
termiskin (Q1) baru meny-
entuh 17,30 persen. Artinya, 
anak dari keluarga mampu 
memiliki peluang 3,2 kali lipat 
lebih besar untuk menikmati 
bangku kuliah ketimbang 
anak miskin. 

Ironinya , mayoritas maha-
siswa yang berhasil menem-
bus seleksi ketat masuk PTN 
favorit berasal dari keluarga 
kelas menengah-atas yang 
memiliki modal akademik 
, mengikut privat belajar, 
bimbingan belajar dan fi-
nansial prima sejak sekolah 
menengah. 

Jika PTN digratiskan secara 
universal tanpa memandang 
tingkat ekonomi keluarga, 

Islam Swasta (PTKIS). Saat ini 
terdapat 4,83 juta mahasiswa 
yang menuntut ilmu di 3.655 
kampus swasta—jauh me-
lampaui populasi mahasiswa 
PTN yang berjumlah 4,41 juta. 

Mayoritas anak-anak dari 
keluarga berpenghasilan ren-
dah yang tidak diterima di 
PTN akhirnya menampung 
cita-cita mereka di PTS-PTS 
kecil di daerah. Data BPS 
2025 memperlihatkan betapa 
besar fungsi PTS di sejumlah 
daerah. Di Sumatera Utara 
terdapat 188 perguruan tinggi 
swasta dibanding hanya 3 per-
guruan tinggi negeri di bawah 
Kemdiktisaintek; mahasiswa 
PTS mencapai 336.200 orang 
dibanding 108.045 mahasiswa 
PTN. Di Riau terdapat 63 PTS 
dibanding 2 PTN, dengan 
116.523 mahasiswa PTS diban-
ding 46.415 mahasiswa PTN. 

Di Aceh terdapat 70 PTS di-
banding 7 PTN. Angka-angka 
ini menunjukkan bahwa di 
banyak wilayah, PTS merupa-
kan bagian besar dari kapa-
sitas riil yang menyerap ma-
hasiswa. BPS mencatat pada 
2025 terdapat 942 perguruan 
tinggi swasta di bawah Ke-
menterian Agama dibanding 
59 perguruan tinggi negeri di 
bawah Kementerian Agama. 

Perguruan tinggi swasta 
tersebut menampung 473.620 
mahasiswa, yang selama ini 
menjadi salah satu kanal ak-
ses pendidikan tinggi. Pada 
awal 2025 Kemdiktisaintek 
menyatakan kebutuhan ang-
garan Tunjangan Kinerja 
(Tukin) dosen ASN sekitar 
Rp2,8 triliun, dan ketika itu 

anggaran tersebut belum ma-
suk dalam anggaran 2025, 
sehingga kementerian harus 
mengusulkan tambahan ang-
garan. 

Kemdiktisaintek kemudian 
menjelaskan tiga skenario 
kebutuhan Tukin dosen yaitu 
Rp2,8 triliun untuk opsi cu-
kup, Rp3,6 triliun untuk opsi 
moderat, dan Rp8 triliun un-
tuk opsi lengkap Jika negara 
mendikotomikan status men-
jadi “Negeri Gratis, Swasta 
Bayar”, akan terjadi eksodus 
pendaftar secara masif ke 
PTN. Dampaknya mematikan: 
ribuan PTS daerah terancam 
kolaps finansial, gulung ti-
kar, dan memicu pemutusan 
hubungan kerja (PHK) massal 
bagi dosen serta tenaga ke-
pendidikan swasta. Kebijakan 
publik yang sehat tidak boleh 
mematikan ekosistem swasta 
demi melanggengkan mono-
poli negara.

Risiko Defisit Mutu dan Kesejah-
teraan Dosen 

Menggratiskan PTN juga 
membawa risiko kompromi 
terhadap kualitas pendidikan. 
Biaya Kuliah Tunggal (BKT) 
riil yang dibutuhkan untuk 
mendidik satu mahasiswa 
PTN rata-rata mencapai Rp33 
juta per tahun. Selama ini, 26 
PTN-BH menggantungkan 
operasionalnya pada subsidi 
silang UKT dan Iuran Pen-
gembangan Institusi (IPI) 
jalur mandiri untuk menutupi 
gap operasional sebesar Rp21 
triliun hingga Rp41 triliun.  
Penulis: Rektor SWINS Jakarta  
*SindoNews.Com
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SULTENG RAYA - PT 
Kustodian Sentral Efek In-
donesia (KSEI) menyeleng-
garakan kegiatan sosialisasi 
dan edukasi pasar modal di 
Kota Palu, Sulawesi Tengah 
bekerja sama dengan PT 
Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dan PT Kliring Penjami-
nan Efek Indonesia (KPEI) 
dan Indonesia SIPF, Rabu 
(30/9/2026). 

Kegiatan ini bertujuan 
untuk menyampaikan in-
formasi terbaru tentang per-
kembangan pasar modal, 
khususnya yang dilaksana-
kan oleh KSEI, KPEI, dan 
Indonesia SIPF.

Rangkaian kegiatan sosia-
lisasi dan edukasi pasar mo-
dal yang dilaksanakan meli-
puti acara media gathering, 
gathering pengurus Galeri 
Investasi di Sulteng, kegi-
atan training for trainers 
untuk perusahaan efek dan 
agen penjual efek reksa dana 
di Sulteng, serta Edukasi 
kepada Galeri Investasi Uni-
versitas Muhammadiyah 
Palu dan Galeri Investasi 
Hannah Asa Indonesia. 

Penyelenggaraan kegiatan 
sosialisasi dan edukasi ter-
sebut juga sejalan dengan 
upaya bersama regulator 
pasar modal, yaitu Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) bersa-
ma dengan Self-Regulatory 
Organizations (SRO) pasar 
modal, yaitu BEI, KPEI dan 
KSEI, untuk meningkatkan 
jumlah investor pasar modal 
dan meningkatkan aktivitas 
transaksi pasar modal.

Berdasarkan data KSEI 
per 31 Agustus 2026, per-
tumbuhan investor pasar 
modal di Provinsi Sulteng 
menunjukkan tren yang 
positif. Sulteng merupakan 
Provinsi dengan jumlah in-
vestor ke-20 terbesar dari 38 
provinsi di Indonesia, yaitu 
sebanyak 289.515 investor 
dengan jumlah aset sebesar 
4.034 triliun. Bersumber 
pada jumlah tersebut, Kota 
Palu menduduki posisi per-
tama dengan jumlah inves-
tor sejumlah 60.881, atau 
21% dari total jumlah inves-
tor di Sulteng. 

Secara keseluruhan jum-
lah investor di pasar modal 
Indonesia per akhir Agustus 
2026 telah mencapai 31,13 
juta investor, yang menca-
kup investor pemilik saham 
dan surat berharga lainnya, 
surat utang, reksa dana, 
surat berharga negara yang 
diterbitkan Bank Indonesia. 
Jumlah tersebut juga me-
ningkat 53% dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya.

Kepala Unit Edukasi La-
yanan Jasa Investor KSEI, 
Abdul Azis Albakkar dalam 
acara media gathering 
menyampaikan, investor pa-
sar modal di Sulteng dido-
minasi oleh investor muda 
dari generasi gen z dan mil-
lenial dengan total 81,24%. 
Hal ini sejalan dengan per-
tumbuhan investor muda di 
pasar modal Indonesia yang 
cukup signifikan, dengan 

peningkatan investor usia 
muda yang saat ini jumlah-
nya telah mencapai 78,55%. 

“Sedangkan dari sisi pe-
kerjaan, investor di Provinsi 
Sulteng didominasi oleh 
profesi karyawan (karyawan 
swasta, pegawai negeri, 
guru, TNI/ polisi/ pensi-
unan) dengan total 61,45%,” 
kata Abdul Azis.

Guna mendukung kegi-
atan operasional harian dan 
mengantisipasi pertum-
buhan jumlah investor, KSEI 
memperkuat infrastruktur 
digitalnya melalui sistem 
The Central Depository and 
Book-Entry Settlement Sys-
tem (C-BEST) yang diguna-
kan untuk pendaftaran efek, 
pembukaan Sub Rekening 
Efek (SRE), distribusi aksi 
korporasi dan penyelesaian 
transaksi. Hingga Agustus 
2026, C-BEST telah men-
catatkan total aset sebesar 
Rp8.473,22 Triliun, dengan 
jumlah efek sebesar 3.759.

Selain C-BEST, terdapat 
juga Sistem Pengelolaan 
Investasi Terpadu (S-IN-
VEST) yang digunakan un-
tuk administrasi reksa dana 
dan administrasi Tabungan 
Perumahan Rakyat (TAPE-
RA) melalui Sistem Multi 
Investasi Terpadu (S-MUL-
TIVEST), yang merupakan 
perluasan dari S-INVEST. 
Data yang tercatat pada 
S-INVEST sampai dengan 
Agustus 2026 meliputi 
jumlah Asset Under Ma-
nagement (AUM) sebesar 
Rp715,33 Triliun, dengan 
jumlah produk investasi 
sebanyak 1.757.

Sejalan dengan pening-
katan jumlah investor pasar 
modal berusia muda, maka 
sosialisasi dan edukasi yang 
diselenggarakan KSEI juga 
ditargetkan untuk pela-
jar dan mahasiswa dengan 
menyelenggarakan kegiatan 
gathering bersama Galeri 
Investasi BEI di Sulteng. 
Perkembangan layanan jasa 
KSEI yang dipaparkan na-
rasumber meliputi trans-
paransi 

perlindungan investor 
antara lain Single Investor 
Identification (SID) sebagai 
nomor identitas investor, 
Sub Rekening Efek (SRE) 
dan Investor Fund Account 
Unit (IFUA) untuk adminis-
trasi rekening investasi in-
vestor, fasilitas Acuan Kepe-
milikan Sekuritas (AKSes.
KSEI) yang dapat digunakan 
untuk memantau portofolio 
investasi secara daring, dan 
Electronic General Meeting 
System (eASY.KSEI) un-
tuk penyelenggaraan Rapat 
Umum Pemegang Saham 
(RUPS) secara daring.

Selain kepada media dan 
perwakilan pengurus Galeri 
Investasi, KSEI juga meng-
gandeng perusahaan efek 
di Kota Palu sebagai target 
sosialisasi selanjutnya. Me-
lalui kegiatan training for 
trainers, KSEI berupaya me-
ningkatkan pemahaman staf 
perusahaaan efek seputar 

informasi layanan dan pen-
gembangan di pasar modal 
khususnya di KSEI.

Clearing & Settlement 
Operations Manager KPEI, 
Mohamad Yaser Arafat 
menyampaikan,  KPEI se-
bagai lembaga kliring dan 
penjaminan penyelesaian 
transaksi bursa tidak ha-
nya menjamin penyelesai-
an transaksi, tetapi juga 
memastikan penyelesaian 
berlangsung lebih efisien 
melalui proses kliring secara 
netting. 

Yaser menambahkan, ke-
beradaan KPEI merupakan 
salah satu elemen penting 
dalam menjaga kepercayaan 
investor terhadap pasar mo-
dal Indonesia. Melalui fung-
si kliring dan penjaminan, 
KPEI memastikan setiap 
transaksi bursa dapat disele-
saikan secara aman, teratur, 
dan efisien. Per Agustus 
2026, rata-rata nilai efisiensi 
netting atas penyelesaian 
transaksi bursa mencapai 
65,92%. 

Untuk memastikan fungsi 
penjaminan penyelesaian 
transaksi bursa, KPEI per 
Agustus 2026 juga menge-
lola dana jaminan sebesar 
Rp10,5 triliun.Untuk men-
jaga stabilitas pasar, KPEI 
juga menerapkan berbagai 
mekanisme pengelolaan 
risiko, antara lain penggun-
aan dana jaminan, fasilitas 
pinjam meminjam efek, ser-
ta skema default waterfall 
yang mengacu pada standar 
internasional.

Dikesempatan yang sama, 
Kepala Divisi Operasional 
Indonesia SIPF, Muhammad 
Arif menyampaikan bahwa 
per Agustus 2026, Indonesia 
SIPF memberikan perlin-
dungan kepada aset investor 
pasar modal dengan meng-
gunakan Dana Perlindun-
gan Pemodal (DPP) yang 
telah terhimpun sebesar 
Rp450,69 miliar. Sedangkan 
jumlah aset investor yang 
dilindungi sampai dengan 
Agustus 2026 adalah sebesar 
Rp8.158 triliun dan jumlah 
investor yang dilindungi 
sebanyak 17,06 juta investor.

Indonesia SIPF merupa-
kan lembaga perlindungan 
investor di pasar modal 
yang memiliki fungsi seperti 
Lembaga Penjamin Sim-
panan (LPS) di perbankan. 
Risiko yang dilindungi oleh 
Indonesia SIPF adalah hi-
langnya aset investor pada 
Perusahaan Sekuritas mau-
pun Bank Kustodian yang 

menjadi Anggota Dana 
Perlindungan Pemodal 
(DPP). Batasan maksimal 
ganti rugi yang diberikan 
oleh Indonesia SIPF adalah 
Rp200 juta per investor atau 
Rp100 miliar per kejadian di 
Perusahaan Sekuritas mau-
pun Bank Kustodian.

Dalam kegiatan tersebut, 
Kepala Unit Edukasi Lay-
anan Jasa Investor KSEI Ab-
dul Azis Albakkar menyam-
paikan beberapa program 
strategis dan pengembangan 

KSEI sesuai dengan inovasi 
digital dan perkembangan 
teknologi. Inovasi tersebut 
antara lain platform layanan 
administrasi prinsip men-
genali nasabah (LAPMN) 
atau know your customer 
(KYC) melalui peluncuran 
Centralized Investor Data 
Management System (CO-
RES.KSEI). 

Dengan CORES.KSEI, 
pemakai jasa dan investor 
pasar modal dapat meng-
gunakan platform terpusat 

untuk digitalisasi data dan 
dokumen KYC nasabah, 
sehingga pada proses pem-
bukaan rekening berikutnya 
dapat dilakukan sharing 
data KYC dan tidak diper-
lukan dokumen berulang.

Rencana strategis lain 
yang telah berhasil dila-
kukan KSEI adalah pen-
gembangan aplikasi khusus 
pengelolaan dana untuk 
transaksi reksa dana yakni 
KSEI Cash Management 
System (K-CASH).  Ap-

likasi K-CASH bertujuan 
untuk memberi kemuda-
han investor bertransaksi 
reksa dana. K-CASH dapat 
menyediakan mekanisme 
pengganti virtual account 
dengan menggunakan IFUA 
sebagai penyimpanan dana 
investor untuk transaksi rek-
sa dana. Penggunaan IFUA 
juga dapat memberikan 
transparansi posisi dana se-
lama proses transaksi karena 
dapat dipantau langsung 
oleh investor.

Melalui program sosiali-
sasi dan edukasi pasar mo-
dal yang dilakukan KSEI di 
Sulteng, khususnya di Kota 
Palu, maka seluruh peserta 
yang telah berpartisipasi 
dapat semakin memaha-
mi perkembangan pasar 
modal terbaru. Informasi 
tersebut diharapkan juga 
dapat diteruskan kepada 
masyarakat secara luas me-
lalui berbagai media yang 
tersedia termasuk media 
massa. */RHT

SULTENG RAYA - Lem-
baga Penjamin Simpanan 
(LPS) memutuskan untuk 
mempertahankan Tingkat 
Bunga Penjaminan (TBP), 
masing-masing 3,75% un-
tuk simpanan Rupiah di 
bank umum, 6,25% untuk 
simpanan Rupiah di Bank 
Perekonomian Rakyat, dan 
2,00% untuk simpanan va-
luta asing (valas) di bank 
umum. TBP tersebut ber-
laku sejak 1 Oktober 2026 
sampai dengan 31 Januari 
2027.

Hal itu mengemuka dalam 
Rapat Dewan Komisioner 
(RDK), Senin (28/9/2026).  

Ketua Dewan Komisioner 
LPS, Anggito Abimanyu 
mengatakan, keputusan 
mempertahankan TBP di-
ambil dengan mempertim-
bangkan laju kenaikan suku 
bunga simpanan Rupiah 
dan valas di perbankan yang 
terbatas, kinerja intermedi-
asi dan kondisi likuiditas 
industri perbankan yang 
tetap positif, serta cakupan 
penjaminan simpanan yang 
tetap tinggi. 

”Atas dasar itu, LPS me-
mandang bahwa TBP yang 
berlaku saat ini masih me-
madai untuk dipertahan-
kan dalam rangka menjaga 
kepercayaan masyarakat 
terhadap perbankan dan 
mendukung stabilitas sistem 
keuangan,” katanya dalam 
keterangan tertulis yang 
diterima Sulteng Raya, Rabu 
(30/9/2026).

Lanjutnya, LPS akan me-
lakukan evaluasi terhadap 
TBP secara berkala den-
gan terus mencermati per-
kembangan perekonomian 
global dan domestik, arah 
kebijakan moneter dan fis-
kal, serta perkembangan 
likuiditas dan suku bunga 
perbankan.

Intermediasi Perbankan Tetap 
Tumbuh Positif

Dari sisi intermediasi, 
kinerja perbankan tetap 
menunjukkan perkemban-
gan positif. Pada Agustus 
2026, simpanan masyarakat 
atau Dana Pihak Ketiga 
(DPK) perbankan terca-
tat tumbuh sebesar 10,94% 
(yoy), diikuti penyaluran 
kredit yang tumbuh sebesar 
13,66% (yoy). 

Perkembangan tersebut 
menunjukkan fungsi inter-
mediasi perbankan berjalan 
baik dalam mendukung 
kinerja perekonomian nasi-
onal. Perkembangan kinerja 
intermediasi yang positif 
tersebut turut didukung 
oleh kondisi likuiditas, pro-
fitabilitas, dan permodalan 
perbankan yang tetap ter-
jaga sehingga mendukung 
ketahanan perbankan.

merugikan bank, misalnya 
melakukan fraud yang men-
gakibatkan kerugian atau 
membahayakan kelangsun-
gan usaha bank. 

Se ja lan dengan i tu , 
dalam rangka meningkat-
kan pemahaman masya-
rakat terhadap TBP, LPS 
kembali menyampaikan 
kepada nasabah dan ca-
lon nasabah bank bah-
wa TBP merupakan batas 
maksimum suku bunga 
simpanan agar simpanan 
nasabah memenuhi salah 

satu kriteria program pen-
jaminan simpanan LPS.

Oleh karena itu, LPS sel-
alu mengimbau masyarakat 
untuk memperhatikan ting-
kat bunga simpanan yang 
ditawarkan bank.

Selain itu, LPS juga me-
minta perbankan untuk 
secara aktif dan transparan 
menyampaikan informasi 
mengenai TBP melalui se-
luruh kanal komunikasi, ter-
masuk kanal digital, sebagai 
bagian dari transparansi dan 
perlindungan nasabah. */RHT

NARASUMBER pada kegiatan Media Gathering di Kota Palu, Rabu (30/9/2026). FOTO: RAHMAT KURNIAWAN

Cakupan Penjaminan Simpanan 
Tetap Tinggi

Berdasarkan hasil evalu-
asi, TBP yang berlaku saat 
ini dipandang masih sela-
ras dengan upaya menjaga 
tingkat cakupan penjami-
nan tetap tinggi. Data per 
Agustus 2026 menunjukkan 
bahwa jumlah rekening 
nasabah bank umum den-
gan saldo simpanan sampai 
dengan Rp2 miliar, sehingga 
seluruh simpanannya ma-
suk dalam nilai penjaminan 
LPS, mencapai 706,75 juta 
rekening atau 99,94% dari 
total rekening. 

Sementara itu, jumlah 
rekening nasabah BPR dan 
BPR Syariah dengan sal-
do simpanan sampai den-
gan Rp2 miliar mencapai 
15,59 juta rekening atau 
99,97% dari total rekening. 
LPS akan terus memantau 
perkembangan cakupan 
penjaminan sejalan dengan 
pergerakan suku bunga pa-
sar simpanan dan dinamika 
penghimpunan dana pihak 
ketiga.

Transparansi TBP dan 
Perlindungan Nasabah Terus 
Diperkuat

Sebagaimana diketahui, 
mengacu kepada UU LPS, 
LPS menjamin simpanan 
nasabah perbankan dengan 
saldo sampai dengan Rp2 
miliar per nasabah per bank 
sepanjang memenuhi tiga 
kriteria atau disingkat 3T, 
yaitu: Tercatat dalam pem-
bukuan bank, Tingkat suku 
bunga yang diterima tidak 
melebihi TBP, dan Tidak 
melakukan tindakan yang 

ILUSTRASI. FOTO: DOK. LPS

SOSIALISASI DAN EDUKASI DI PALU

KSEI, KPEI dan Indonesia SIPF Sampaikan 
Perkembangan Terbaru Pasar Modal

Jaga Kepercayaan 
Masyarakat, LPS Pertahankan 
Tingkat Bunga Penjaminan
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Profil Arrmanatha Nasir, Menlu Baru RI Pengganti Sugiono

Eklamsia menjadi sa-
lah satu penyebab utama 
kematian ibu, sedangkan 
gangguan respirasi dan kar-
diovaskular mendominasi 
penyebab kematian anak.

Persoalan tersebut turut 
dipengaruhi sejumlah faktor 
lain, seperti angka perka-
winan anak yang mencapai 
13,49 persen pada 2024, ca-
kupan pemeriksaan keha-
milan atau antenatal care 
(ANC) enam kali yang baru 
mencapai 44,25 persen, serta 
keterbatasan akses terhadap 
sanitasi dan air minum layak.

Kepala Badan Peren-
canaan Kabupaten Pari-
gi Moutong, Irwan, SKM, 
M.Kes, mengatakan RAD 
KIA 2027–2031 harus men-

jadi dokumen yang dapat 
diterapkan oleh setiap pe-
rangkat daerah, bukan se-
kadar memenuhi kebutuhan 
administratif.

“Dalam RAD nantinya, 
tidak lagi bersifat umum, 
jadi harus aplikatif dan siap 
dilaksanakan. Indikatornya 
harus jelas,” ujar Irwan.

Menurutnya, pemerintah 
daerah juga perlu mengubah 
pendekatan dalam menan-
gani persoalan kesehatan 
ibu dan anak dengan tidak 
menempatkan masyarakat 
sebagai pihak yang harus 
disalahkan.

“Sebagai pelayan publik, 
pemerintah daerah yang 
harus berinovasi merangkul 
seluruh lapisan masyarakat, 

termasuk komunitas adat 
terpencil,” katanya.

Penyusunan RAD KIA 
akan menggunakan analisis 
data berdasarkan karakteris-
tik wilayah Parigi Moutong, 
meliputi wilayah selatan, 
tengah dan utara.

Proses penyusunan juga 
melibatkan masyarakat me-
lalui lokakarya dan diskusi 
kelompok terarah atau focus 
group discussion (FGD), 
mulai dari tingkat desa hing-
ga kabupaten.

Sementara itu, Konsul-
tan IPAS Indonesia, Nur 
Safitri Lasibani, mengata-
kan kolaborasi lintas sektor 
diperlukan agar program 
penurunan kematian ibu 
dan anak dapat berjalan 

secara berkelanjutan.
“RAD ini disusun secara 

partisipatif agar tercipta 
rasa kepemilikan oleh mul-
tipihak dan lintas sektor. 
Fokus utama kita adalah me-
mastikan program prioritas 
dan alokasi anggaran KIA 
benar-benar masuk dalam 
APBD 2027,” jelasnya.

Untuk mendukung pe-
laksanaan program, Pemkab 
Parigi Moutong juga telah 
membentuk Tim Percepatan 
Penurunan Angka Kematian 
Ibu dan Anak (TP2AKIA).

Tim tersebut akan men-
goordinasikan program 
lintas perangkat daerah, 
melakukan pemantauan 
serta evaluasi capaian secara 
berkala. AJI

Komitmen itu tercermin 
di fasilitas produksi YIMM 
di Pulo Gadung, Jakarta, 
dan Karawang, Jawa Ba-
rat. Keduanya telah ber-
kembang menjadi pabrik 
berskala global sejak tahun 
2015 yang memproduksi 
sepeda motor untuk pasar 
domestik maupun ekspor. 
Perkembangan ini juga 
menunjukkan keberhasilan 
transfer pengetahuan dan 
teknologi dari Jepang ke 
Indonesia selama lebih dari 
50 tahun.

“Selama lebih dari 50 
tahun di Indonesia, YIMM 
telah bertransformasi men-
jadi pabrik berskala global 
yang menghasilkan sepeda 
motor dengan standar kua-
litas internasional. Seman-
gat monozukuri, atau seni 
menciptakan produk mel-
alui proses manufaktur, di-
dukung oleh sumber daya 
manusia yang terampil dan 
proses produksi yang terus 
berinovasi untuk mening-
katkan produktivitas serta 
efisiensi. 

Hasilnya, sepeda motor 
Yamaha karya anak bangsa 
telah diekspor sebanyak 
lebih dari 3 juta unit ke 
lebih dari 40 negara di du-
nia, termasuk model den-
gan teknologi dan proses 
produksi yang kompleks 
seperti motor MT-07,” ujar 
Rifki Maulana, Manager 
Public Relations, YRA & 
Community PT Yamaha 
Indonesia Motor Mfg.

Pabrik Yamaha Sebagai 
Ruang Belajar Manufaktur 
Global

Reputasi YIMM sebagai 
produsen berskala glo-
bal menjadikan pabriknya 
tempat belajar bagi ber-
bagai institusi yang ingin 
melihat proses manufak-
tur sepeda motor secara 
langsung. Sebelumnya di 
tahun ini, YIMM menerima 
kunjungan dari The Whar-
ton School, University of 
Pennsylvania, Amerika 
Serikat, pelajar Jepang me-
lalui program Tokyo Metro-
politan Board of Education 
(TMBoE) bersama Kemen-

dikdasmen serta sejumlah 
SMK binaan Yamaha di 
Indonesia.

Pada Jumat (25/9), giliran 
awak media nasional dan 
perwakilan perusahaan pe-
masok otomotif global yang 
tergabung dalam pameran 
Automechanika Jakarta 
mengunjungi pabrik YIMM 
di Pulo Gadung. Melalui 
kegiatan Yamaha Factory 
Visit, para peserta diajak 
mengenal empat aspek 
utama dalam pembuatan 
sepeda motor Yamaha, yak-
ni pengembangan keteram-
pilan karyawan, perakitan 
mesin, perakitan sepeda 
motor, dan pengecekan 
kualitas.

Kunjungan dimulai di 
Yamaha Skill Up Center, 
tempat karyawan memper-
siapkan dan mengembang-
kan keterampilan sebelum 
bekerja di area produksi. 
Pembelajaran dilakukan 
secara bertahap melalui 
materi di kelas dan prak-
tik langsung. Bagi YIMM, 
kemampuan sumber daya 
manusia merupakan fon-
dasi penting untuk meng-
hasilkan produk yang ber-
kualitas.

Peserta kemudian meli-
hat area Engine Assembly 
dan Body Assembly. Di 
kedua area tersebut, pro-
ses produksi memadukan 
teknologi mesin dengan 
keterampilan karyawan. 
Berbagai inovasi, termasuk 
digitalisasi dan otomatisa-
si, diterapkan untuk me-
ningkatkan efisiensi serta 
produktivitas dengan tetap 
menjaga standar mutu ku-
alitas produk. Keberhasilan 
YIMM dalam menerapkan 
transformasi digital dan 
teknologi Industri modern 
juga mendapat pengakuan 
melalui penghargaan INDI 
4.0 dari Kementerian Perin-
dustrian pada 2026.

Komitmen YIMM dalam 
menghasilkan sepeda mo-
tor berkualitas juga diiringi 
upaya untuk mengelola 
dampak lingkungan dari 
kegiatan produksinya. Di 
area pabrik, upaya tersebut 
diwujudkan melalui pen-
gelolaan lingkungan yang 

berkelanjutan serta inovasi 
untuk menggunakan energi 
secara lebih efisien. 

L a n g k a h  i n i  p u n 
mendapat  pengakuan 
melalui raihan PROPER 
Hijau dari Green Proper 
Award selama dua tahun 
berturut-turut (2024-2025) 
yang diberikan oleh Ke-
menterian Lingkungan Hi-
dup (KLH) serta penghar-
gaan Subroto Award (2026) 
dari Kementerian Energi 
& Sumber Daya Mineral 
(ESDM). 

Dari Indonesia untuk 
Pasar Global

Sebagai bagian dari fac-
tory visit, peserta turut 
melihat lini produksi mo-
del global yang dibuat 
di Indonesia untuk me-
menuhi permintaan berba-
gai negara. Jajaran tersebut 
mencakup XMAX, NMAX, 
R-Series, MT-Series, hing-
ga MT-07 sebagai salah 
satu model Big Bike yang 
diproduksi YIMM.

Ekspor lebih dari 3 juta 
unit sepeda motor ke lebih 
dari 40 negara menunjuk-
kan kemampuan tenaga 
kerja dan fasilitas produk-
si Indonesia dalam me-
menuhi standar kualitas 
global. Pencapaian ini juga 
mempertegas posisi YIMM 
sebagai salah satu ekspor-
tir sepeda motor terbesar 
di tanah air. Sebagai basis 
produksi ekspor, YIMM 
juga turut mendukung 
bisnis Yamaha di pasar 
internasional sekaligus 
memberikan kontribusi 
nyata terhadap devisa ne-
gara.

Melalui Yamaha Factory 
Visit, YIMM berharap para 
peserta dapat melihat lebih 
dekat kerja dan keahlian di 
balik setiap sepeda motor 
Yamaha. Dari pelatihan 
karyawan hingga produk 
siap dikirim ke berbagai 
negara, seluruh proses 
tersebut mencerminkan 
komitmen Yamaha untuk 
terus menghadirkan kuali-
tas yang dapat diandalkan 
konsumen, baik di Indo-
nesia maupun di dunia.*HJ

kepada bangsa dan negara 
selama memangku jabatan.

Keputusan yang sama 
mengangkat Jenderal Pol. 
Suyudi Ario Seto sebagai 
Kapolri dan Komjen Pol. 
Wahyu Hadiningrat seba-
gai Wakapolri.

Suyudi dan Wahyu ke-
mudian mengucapkan 
sumpah jabatan yang di-
pandu oleh Presiden Pra-
bowo.

“Bahwa saya akan setia 
kepada Undang-Undang 
Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 
serta akan menjalankan 
segala peraturan perun-
dang-undangan dengan 
se lurus- lurusnya  dan 
seadil-adilnya,” demikian 
sumpah jabatan yang diu-
capkan Suyudi dan Wahyu.

Proses i  d i lan ju tkan 
dengan penanggalan dan 
penyematan tanda pangkat 

serta tanda jabatan.
Prabowo melepas tanda 

pangkat Komisaris Jen-
deral yang sebelumnya di-
kenakan Suyudi, kemudian 
menggantinya dengan tan-
da pangkat Jenderal Polisi. 
Prabowo juga menyemat-
kan tanda jabatan pada 
dada kanan Suyudi.

Prosesi serupa dilaku-
kan kepada Wahyu Hadi-
ningrat yang kini menjabat 
Wakapolri dengan pangkat 
Komjen.

Setelah itu, Suyudi dan 
Wahyu menandatanga-
ni berita acara pelantikan 
yang kemudian dilanjutkan 
dengan penandatanganan 
oleh Presiden Prabowo.

P r a b o w o  k e m u d i a n 
memberikan ucapan sela-
mat kepada Suyudi dan 
Wahyu setelah keduanya 
resmi dilantik sebagai pim-
pinan baru Polri.

Suyudi sebelumnya men-
jabat Kepala Badan Narko-
tika Nasional (BNN). Dia 
ditunjuk sebagai calon Ka-
polri untuk menggantikan 
Listyo Sigit Prabowo dan 
mendapat persetujuan DPR 
RI dalam rapat paripurna 
pada Kamis.

Sementara itu, Wahyu 
Hadiningrat sebelumnya 
menjabat Asisten Utama 
Kapolri Bidang Peren-
canaan Umum dan Ang-
garan (Astamarena) Polri.

Pergantian tersebut me-
rupakan bagian dari pe-
rubahan sejumlah jabatan 
dalam pemerintahan. Lis-
tyo Sigit Prabowo selanjut-
nya menjabat Kepala Staf 
Kepresidenan menggan-
tikan Jenderal (Purn) Du-
dung Abdurachman, yang 
dilantik sebagai Menteri 
Koordinator Bidang Politik 
dan Keamanan. ANT

Sebagai bagian dari lem-
baga yang berhubungan 
langsung dengan masyara-
kat, insan BRILiaN memi-
liki tanggung jawab untuk 
memberikan pelayanan 
yang profesional, berinte-
gritas dan berorientasi pada 
kebutuhan masyarakat.

“Momentum Hari Kesak-

tian Pancasila ini kita jadi-
kan semangat untuk terus 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, men-
jaga integritas dan mem-
perkuat kebersamaan di 
lingkungan kerja. Dengan 
semangat Pancasila, kita bisa 
bersama-sama memberikan 
kontribusi positif bagi masy-

arakat dan daerah,” katanya. 
Peringatan Hari Kesaktian 

Pancasila menjadi momen-
tum untuk memperkuat ko-
mitmen seluruh elemen bang-
sa dalam menjaga persatuan 
dan kesatuan, menjunjung 
nilai kemanusiaan, mem-
perkuat gotong royong serta 
mewujudkan keadilan sosial.

Semangat tersebut dinilai 
relevan dalam kehidupan 
sehari-hari, termasuk di 
lingkungan dunia kerja. 
Setiap insan bangsa diha-
rapkan mampu menerapkan 
nilai Pancasila melalui sikap 
disiplin, tanggung jawab, in-
tegritas, toleransi dan kepe-
dulian terhadap sesama. RHT

kelompok penerima peng-
hargaan untuk “Bantuan 
Tanggap Darurat Turun ke 
Lapangan.” 

Penghargaan diserahkan 
dalam acara Penyerahan 
Penghargaan Aksi Kemanu-
siaan Tim ESDM Siaga Ben-
cana Tahun 2026, di Jakarta, 
Rabu (30/9/2026). 

Penghargaan Siaga Benca-
na Tahun 2026 dari Kemen-
terian ESDM diterima oleh 
Otok Nugroho, Corporate 
Health and Safety Vale In-
donesia. 

Otok mengatakan pihak-
nya mengucapkan terima 
kasih kepada Kementerian 
ESDM atas kepercayaannya 
kepada Vale Indonesia mel-
alui penghargaan ini. 

Penghargaan itu, kata 
dia, dapat dimaknai sebagai 
apresiasi atas kerja bersama 
dalam membantu masyara-
kat yang terdampak bencana 
alam. Di tengah bencana, 
yang paling penting adalah 
bagaimana kapasitas yang 
Perusahaan miliki dapat se-
gera diterjemahkan menjadi 
dukungan yang dibutuhkan 
masyarakat yang terdam-
pak. 

Bagi PT Vale, lanjutnya, 

keterlibatan dalam aksi ke-
manusiaan menjadi bagian 
dari komitmen untuk meng-
hadirkan kepedulian dan 
kapasitas perusahaan ketika 
dibutuhkan.

“Kolaborasi antara pemer-
intah, dunia usaha, relawan, 
dan masyarakat sangat pen-
ting dalam setiap respons 
kebencanaan. Kolaborasi 
antar semua pihak tersebut 
dapat membangun ketang-
guhan masyarakat dalam 
menghadapi bencana,” kata-
nya. 

Lebih lanjut, bantuan 
bencana alam yang tang-
gap juga sejalan dengan 
budaya keselamatan dan 
kesiapsiagaan yang kuat di 
Vale Indonesia. Kemampu-
an untuk mengenali risiko, 
mempersiapkan respons, 
serta berkolaborasi secara 
cepat menjadi bagian pen-
ting dalam menghadapi 
situasi kebencanaan, baik di 
lingkungan kerja maupun di 
tengah masyarakat. 

Dalam bencana gempa 
bumi yang menimpa wilay-
ah NTT bulan Agustus lalu, 
Vale Indonesia menyalurkan 
bantuan berupa kebutuhan 
pokok, perlengkapan dar-

urat, dan obat-obatan bagi 
masyarakat yang terdam-
pak, pada 21 Agustus 2026 
atau beberapa hari setelah 
bencana terjadi. 

Aksi Vale Indonesia ter-
sebut menjadi bagian dari 
kolaborasi pelaku usaha 
sektor energi dan sumber 
daya mineral dengan Pe-
merintah RI, dalam hal ini 
Kementerian ESDM, dalam 
mendukung penanganan 
bencana di NTT. 

Bantuan dari Vale Indo-
nesia diterima oleh Sekre-
taris Daerah Kabupaten 
Manggarai Timur bersama 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) NTT 
yang kemudian disalurkan 
kepada masyarakat yang 
terdampak. 

Menurut Siaran Pers Ke-
menterian ESDM, Program 
Kementerian ESDM Siaga 
Bencana mulai bergerak se-
jak 16 Agustus 2026 atau se-
hari setelah gempa melanda 
wilayah tersebut.  Pada akhir 
Agustus 2026, Kementerian 
ESDM telah menyiapkan 
antara lain 48 unit genset 
untuk fasilitas kesehatan di 
tujuh kabupaten terdampak. 

Pada 3 September 2026, 

Kementerian ESDM me-
laporkan sebanyak 58 tim 
dari 78 perusahaan subsek-
tor mineral dan batubara te-
lah dikerahkan ke lapangan, 
didukung Inspektur Tam-
bang di sejumlah wilayah 
terdampak.

Kementerian ESDM me-
negaskan bahwa kolaborasi 
lintas sektor menjadi salah 
satu kekuatan utama dalam 
mempercepat penanganan 
dampak bencana di NTT. 
Selain mengerahkan perso-
nel dan logistik, dukungan 
sektor ESDM juga menca-
kup penyediaan layanan 
kesehatan serta kebutuhan 
energi untuk fasilitas vital di 
wilayah terdampak. 

Undangan resmi penyer-
ahan penghargaan merujuk 
pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2008 ten-
tang Penyelenggaraan Pe-
nanggulangan Bencana serta 
surat Kementerian ESDM 
tertanggal 16 Agustus 2026 
mengenai bantuan bencana 
gempa bumi di Provinsi 
Nusa Tenggara Timur. 

Penghargaan ini diberikan 
kepada perusahaan dan orga-
nisasi yang terlibat dalam aksi 
kemanusiaan tersebut. */RHT

masyarakat di sektor kese-
hatan yang adil, merata dan 
berkelanjutan.

Ia menjelaskan penyeleng-
garaan salah satu program 
prioritas Pemprov Sulteng di 
bidang kesehatan, sepenuh-
nya dibiayai oleh daerah 
yang bersumber dari Ang-
garan Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) senilai 
Rp121 miliar pada periode 
anggaran 2025 hingga 2026.

“Pembiayaan program 
dilakukan melalui skema 
penanggungan bersama 
pemerintah kabupaten/

kota, sedangkan anggaran 
khusus BERANI Sehat ber-
sumber dari APBD Provinsi 
Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Ia menjelaskan program 
itu juga bagian dari upaya 
pemda meningkatkan ca-
kupan layanan kesehatan se-
mesta atau Universal Health 
Coverage (UHC).

Kemudian Pemprov Sul-
teng dan Badan Penyeleng-
gara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan bersama-sama 
melakukan pemantauan 
pelayanan yang diberikan 
kepada penerima manfaat 

melalui sistem pelayanan 
BPJS Kesehatan dan kanal 
sistem elektronik kesehatan 
terintegrasi (Sehati).

Dari pengawasan peng-
gunaan anggaran dan ke-
tetapan program, kata dia, 
pemda melakukan evaluasi 
secara berkala, guna memas-
tikan pembiayaan kesehatan 
diberikan kepada masyarakat 
yang memenuhi ketentuan 
sebagai penerima manfaat.

“Evaluasi dilakukan ber-
kala termasuk rekonsiliasi 
data bulanan. Contohnya 
jika ada pasien yang me-

ninggal dunia atau ber-
pindah domisili, datanya 
langsung diperbarui supaya 
pembiayaan tepat sasaran,” 
tutur Reny.

Ia menambahkan BERANI 
Sehat juga menjadi solusi 
berbagai kendala finansial 
dalam urusan berobat baik 
warga yang belum terdaftar 
BPJS Kesehatan, maupun 
mereka yang memiliki tung-
gakan iuran BPJS, termasuk 
menanggung biaya pera-
watan, obat-obatan, hingga 
penanganan medis tamba-
han yang dibutuhkan. ANT

SULTENG RAYA - Presiden Prabowo Subi-
anto mengangkat Wakil Menteri Luar Ne-

geri RI Arrmanatha Nasir menjadi Menteri 
Luar Negeri RI menggantikan Sugiono yang 

dirombak pada Kamis (1/10).

Arrmanatha dilantik ber-
sama dengan 16 pejabat 
lainnya di Istana Negara, 
termasuk pendahulunya 
Sugiono yang diangkat men-
jadi Menteri Koordinator 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan.

“Saya bersumpah bahwa 
saya akan setia kepada Un-
dang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 
1945 serta akan menjalankan 
segala peraturan perun-
dang-undangan dengan 
selurus-lurusnya demi dar-
mabakti saya kepada bangsa 
dan negara. Bahwa saya 
dalam menjalankan tugas 

jabatan akan menjunjung 
tinggi etika jabatan, bekerja 
dengan sebaik-baiknya, den-
gan penuh rasa tanggung 
jawab,” ujar Arrmanatha 
Nasir dan Sugiono beserta 
para menteri baru yang 
diangkat Prabowo, Kamis 
(1/10) siang.

Profil Arrmanatha Nasir

Menlu RI yang berna-
ma lengkap Arrmanatha 
Christiawan Nasir lahir di 
Bangkok, Thailand, pada 30 
Desember 1971.

Seiring berjalannya wak-
tu, dia mengenyam pendidi-

kan di berbagai universitas 
ternama, seperti Universitas 
Buckingham, Universitas 
Leicester, dan Universitas 
Indonesia.

Di Universitas Bucking-
ham, Tata mengambil pro-
gram studi ekonomi. Dia 
lantas melanjutkan program 
magister di Universitas Lei-
cester dan Universitas Indo-
nesia dengan program studi 
yang berbeda.

Tata sempat bekerja di 
Bank Danamon dan Bank 
Sagang Negara. Dia juga 
pernah menjadi Kepala Sub 
Direktorat Pertanian di Di-
rektorat Perdagangan.

Dia mulai bergabung 
dengan Kementerian Luar 
Negeri RI dan meniti diplo-
mat karier sejak 1997. Pada 
2001-2005, dia sempat men-
duduki sejumlah pos pen-
ting seperti Perwakilan RI 
untuk PBB di Jenewa serta 
bertindak sebagai regulator 

di Organisasi Perdagangan 
Dunia (WTO).

Lalu pada 2010, Tata di-
percaya menjadi penasihat 
ekonim untuk Presiden Ma-
jelis Umum PBB

Kemudian pada 2018 
hingga 2012, Tata menjadi 
perwakilan tetap  RI untuk 
PBB di New York, Amerika 
Serikat.

Dari 2014 hingga 2019, dia 
menjadi juru bicara Kemlu 
di era Menteri Retno Marsu-
di. Di sini, dia mulai dikenal 
publik luas.

Tata pernah menjabat jadi 
Duta Besar RI untuk Prancis 
pada 2019 hingga 2021.

Setelah itu, Tata ditunjuk 
jadi wakil tetap RI untuk 
PBB di New York pada 2021 
hingga 2024 lalu.

Kemudian pada Oktober 
2024, Prabowo melantik 
dia sebagai wakil menteri 
luar negeri, mendampingi 
Menlu saat itu Sugiono . CNN

PRESIDEN Prabowo Subianto mengangkat Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menjadi Menlu 
RI menggantikan Sugiono yang dirombak Kamis (1/10). FOTO: CNNINDONESIA
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Kegiatan tersebut ber-
langsung di Gedung Banua 
Kaili (GBK) Rusdy Toana, 
Senin (28/9/2026).

Kehadiran akademisi se-
kaligus pakar Al-Qur’an ter-
sebut menjadi kesempatan 
bagi civitas akademika Unis-
muh Palu, khususnya maha-
siswa, untuk memperluas 
wawasan mengenai kedu-
dukan Al-Qur’an sebagai 
sumber nilai, pedoman ke-
hidupan, sekaligus inspirasi 
dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan.

Prof. Dr. H. Said Agil Hu-
sin Al Munawar merupakan 
Guru Besar UIN Syarif Hida-
yatullah Jakarta di bidang 
Ushul Fiqh dan dikenal 
sebagai salah satu akade-
misi yang banyak mengkaji 
Al-Qur’an. Ia juga pernah 
dipercaya menjabat sebagai 
Menteri Agama Republik 
Indonesia ke-21 pada 10 
Agustus 2001 hingga 20 Ok-
tober 2004, dalam Kabinet 
Gotong Royong di bawah 
kepemimpinan Presiden 
Megawati Soekarnoputri.

Dalam kuliah umumnya, 
Prof. Said Agil menekankan 
bahwa Al-Qur’an merupa-
kan kitab yang memiliki 
kedudukan penting bagi 
umat Islam dan mengan-

dung petunjuk yang relevan 
dalam kehidupan manusia.

Menurutnya, Al-Qur’an 
bukan hanya untuk dibaca, 
tetapi juga harus dipahami 
dan diamalkan dalam ke-
hidupan sehari-hari. Setiap 
ayat yang dipelajari, kata 
dia, semestinya dapat men-
jadi pedoman dalam mem-
bentuk sikap dan perilaku 
umat.

“Al-Qur’an adalah kitab 
yang paling sempurna dan 
wahyu yang paling lengkap. 
Kita dapat membuktikan 
bahwa Al-Qur’an merupa-
kan sumber pengetahuan 
yang terus berkembang,” 
demikian pokok pemaparan 
Prof. Said Agil dalam kuliah 
umum tersebut.

Ia menjelaskan bahwa 
Al-Qur’an memiliki manfaat 
yang luas dalam perjalanan 
perkembangan ilmu penge-
tahuan, termasuk dalam bi-
dang sastra, pemikiran, serta 
pengetahuan yang berkaitan 
dengan pengobatan.

Prof. Said Agil juga men-
gingatkan bahwa sejak 
dahulu Al-Qur’an pernah 
menghadapi berbagai tu-
duhan dari pihak-pihak 
yang meragukan sumber 
dan kebenaran wahyu terse-
but. Al-Qur’an bahkan per-

MANTAN Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, M.A., saat mengisi kuliah umum di Unismuh 
Palu, Senin (28/9/2026). FOTO: HUMAS

Mantan Menag RI Edukasi Ilmu Alquran Mahasiswa Unismuh Palu
SULTENG RAYA-Universitas Muham-
madiyah (Unismuh) Palu menghadirkan 
mantan Menteri Agama Republik Indonesia, 
Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al Munawar, 
M.A., dalam kegiatan kuliah umum yang 
mengangkat tema “Al-Qur’an Sumber Ilmu 
Pengetahuan”.

nah dituduh sebagai sekadar 
cerita masa lalu atau sebagai 
perkataan yang tidak memi-
liki dasar kebenaran.

Namun, menurutnya, per-
jalanan sejarah menunjuk-
kan bahwa Al-Qur’an tetap 
memiliki posisi penting bagi 
umat Islam dan terus dikaji 
dari berbagai perspektif.

Ia menegaskan bahwa 
ayat-ayat Al-Qur’an hen-
daknya dijadikan pedoman 
dalam menjalani kehidupan. 
Berbagai persoalan yang 
dihadapi umat perlu dikem-
balikan kepada nilai-nilai 
Al-Qur’an sebagai sumber 
petunjuk dan prinsip kehi-
dupan.

“Al-Qur’an walaupun 
turun pada zaman dahulu, 

di tengah perkembangan 
teknologi seperti sekarang 
tetap memberikan isyarat 
dan petunjuk bagi kehidu-
pan manusia,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, 
Prof. Said Agil juga men-
yinggung kemudahan umat 
Islam dalam mempelajari 
dan membaca Al-Qur’an. 
Perkembangan metode 
pembelajaran dan teknolo-
gi, menurutnya, semakin 
memberikan kemudahan 
bagi masyarakat, termasuk 
anak-anak, untuk belajar 
membaca Al-Qur’an sejak 
usia dini.

Ia menyebut bahwa den-
gan metode pembelajaran 
yang tepat, anak-anak sejak 
tingkat sekolah dasar dapat 

diarahkan untuk mampu 
membaca Al-Qur’an. Per-
kembangan teknologi saat 
ini juga dapat dimanfaatkan 
untuk mendukung proses 
pembelajaran tersebut.

Selain menjadi sumber 
petunjuk, Prof. Said Agil me-
nekankan bahwa Al-Qur’an 
memiliki posisi penting 
dalam membangun tradisi 
keilmuan. 

Karena itu, mahasiswa 
sebagai generasi intelektual 
tidak cukup hanya menja-
dikan Al-Qur’an sebagai 
bacaan keagamaan, tetapi 
juga perlu menggali nilai-ni-
lai keilmuan, moral, dan ke-
manusiaan yang terkandung 
di dalamnya.

Ia mendorong maha-

siswa untuk menjadikan 
Al-Qur’an sebagai bagian 
dari kehidupan sehari-hari. 
Dengan demikian, nilai-nilai 
yang terkandung di dalam-
nya tidak berhenti pada 
pemahaman teoritis, tetapi 
dapat diwujudkan dalam 
perilaku dan kontribusi 
nyata di tengah masyarakat.

Sementara itu, dalam sam-
butannya, Rektor Unismuh 
Palu menyampaikan bahwa 
kuliah umum tersebut me-
rupakan momentum pen-
ting bagi mahasiswa dan 
dosen untuk memperoleh 
wawasan serta pengala-
man langsung dari sosok 
akademisi yang memiliki 
pengalaman panjang dalam 
bidang keislaman dan peme-

rintahan.
Menurut Rektor, keha-

diran Prof. Said Agil di 
lingkungan Unismuh Palu 
diharapkan dapat membe-
rikan inspirasi sekaligus 
memperkaya wawasan aka-
demik mahasiswa.

“Kuliah umum ini sangat 
penting bagi mahasiswa un-
tuk mendapatkan pedoman 
dalam menjalani kehidupan. 
Bagi para dosen, kegiatan ini 
juga menjadi kesempatan 
untuk menambah wawasan 
dan pengalaman dari Prof. 
Said Agil Husin Al Muna-
war,” ujar Rektor dalam 
sambutannya.

Ia berharap materi yang 
disampaikan dalam kuliah 
umum tersebut tidak hanya 
berhenti sebagai pengetahu-
an yang didengar dalam fo-
rum akademik, tetapi dapat 
diterapkan dalam kehidu-
pan sehari-hari.

Kegiatan tersebut sekali-
gus memperkuat komitmen 
Unismuh Palu dalam meng-
hadirkan ruang akademik 
yang mempertemukan ilmu 
pengetahuan, nilai-nilai kei-
slaman, dan pengalaman 
praktis dari para tokoh na-
sional.

Melalui kuliah umum 
bertema “Al-Qur’an Sum-
ber Ilmu Pengetahuan”, 
mahasiswa diharapkan se-
makin memahami penting-
nya menjadikan Al-Qur’an 
sebagai sumber nilai dan 
pedoman dalam kehidupan, 
sekaligus terdorong untuk 
terus mengembangkan ilmu 
pengetahuan sejalan dengan 
perkembangan zaman dan 
teknologi.*ENG

SULTENG RAYA-Peme-
rintah Kota Palu melibat-
kan pelajar dalam edukasi 
kependudukan dan wa-
wasan lingkungan melalui 
program Transformasi Se-
kolah Siaga Kependudukan 
Berwawasan Lingkungan 
(Siswaku).

“Kenapa kita menggan-
deng siswa SMP? Karena 
kalau kita turun ke lapangan 
dan hanya mendoktrin, itu 
tidak masuk. Mereka adalah 
generasi Z yang membutuh-
kan penanganan dan cara 
penyampaian yang berbe-
da,” kata Wakil Wali Kota 
Palu Imelda Liliana Muhidin 
di Palu, Kamis (1/10/2026).

Ia mengatakan keterli-
batan siswa dalam program 
tersebut menjadi langkah 
strategis karena generasi 
muda saat ini membutuhkan 
pendekatan yang berbeda 
dalam menerima informasi 
dan pembelajaran.

Pendekatan kepada gene-
rasi muda, kata dia, perlu di-
lakukan dengan melibatkan 
mereka secara langsung agar 
pengetahuan yang diperoleh 
tidak hanya bersifat teoritis, 
tetapi juga dapat dipahami 
melalui praktik di lapangan.

Menurut dia, sejumlah 
perangkat daerah di ling-
kungan Pemerintah Kota 
Palu juga mulai melibatkan 
mahasiswa dan anak-anak 
muda dalam berbagai ke-
giatan untuk memberikan 
pengalaman langsung kepa-
da mereka.

Ia mengatakan pelibatan 
tersebut penting agar anak-
anak muda dapat memaha-
mi perbedaan antara teori 
dan praktik dalam kehidu-
pan di masyarakat.

Program Siswaku meli-
batkan SMP Negeri 6 Palu, 
SMP Negeri 8 Palu, dan SMP 
Al-Azhar Mandiri Palu. Pro-
gram tersebut merupakan 
proyek perubahan dalam 
Pendidikan Kepemimpinan 
Nasional (PKN) Tingkat II 
Angkatan XVII Tahun 2026 
yang digagas Kepala Dinas 
Pengendalian Penduduk 

WAKIL Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menghadiri peluncu-
ran program Siswaku di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. FOTO: ANT/
HO-Humas Pemkot Palu

Pemkot Palu Libatkan Siswa Edukasi 
Lingkungan Melalui Program Siswaku

dan Keluarga Berencana 
(P2KB) Kota Palu Ridwan 
Mustapa. 

Imelda mengapresiasi ino-
vasi tersebut sebagai bentuk 
transformasi edukasi di ling-
kungan sekolah. Menurut 
dia, program tersebut dapat 
menjadi inovasi yang di-
terapkan untuk memberikan 
pemahaman kepada peserta 
didik mengenai kependudu-
kan dan lingkungan.

“Alhamduli l lah,  Pak 
Kadis dengan proyek pe-
rubahannya telah membuat 
suatu inovasi transformasi 
di sekolah. Ini sesuatu yang 
berbeda dan saya yakin 
belum ada. Benar-benar ini 
inovasi yang baik dan bisa 
kita terapkan,” ujarnya.

Ia berharap program 
Siswaku tidak hanya di-
terapkan pada jenjang SMP, 
tetapi dapat dikembangkan 
hingga tingkat sekolah dasar 
sehingga pemahaman men-
genai kependudukan dan 
lingkungan dapat ditanam-
kan sejak usia dini.

Menurut dia, pemahaman 
tersebut penting ditanam-
kan sejak kecil agar hasil 
dari pendidikan mengenai 
kependudukan dan lingkun-
gan dapat dirasakan dalam 
jangka panjang.

Ia  juga  menekankan 
pentingnya peran kelu-
arga dalam memberikan 

pendidikan kepada anak. 
Pembentukan karakter dan 
pemahaman anak terhadap 
berbagai persoalan kepen-
dudukan serta lingkungan, 
kata dia, tidak hanya men-
jadi tanggung jawab sekolah 
dan pemerintah, tetapi juga 
dimulai dari lingkungan 
keluarga. Selain itu, ia men-
gatakan pelibatan generasi 
muda juga dapat dilakukan 
melalui Forum Generasi 
Berencana (Genre) yang me-
libatkan sejumlah organisasi 
perangkat daerah, termasuk 
Dinas P2KB.

Menurut dia, Forum Ge-
nre dapat menjadi wadah 
untuk melibatkan anak-anak 
muda dalam kegiatan di 
masyarakat sehingga mere-
ka memperoleh pemahaman 
mengenai proses tumbuh 
dan berkembang anak serta 
kehidupan sosial.

Ia berharap Siswaku dapat 
menjadi model inovasi yang 
terus dikembangkan se-
hingga memberikan dam-
pak terhadap peningkatan 
pemahaman peserta didik 
mengenai kependudukan, 
keluarga, dan kepedulian 
terhadap lingkungan.

“Anak-anak muda kita 
libatkan turun ke masy-
arakat, sehingga mereka 
lebih memahami bagaimana 
anak-anak tumbuh dan ber-
kembang,” ujarnya. ANT

REKTOR Untad, Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T bertindak sebagai pembina upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2026 di 
Lapangan Upacara Untad, Kamis (1/10/2026). FOTO: HUMAS

Untad Gelar Upacara Peringatan 
Hari Kesaktian Pancasila 2026

Rektor Untad, Prof. Dr. Ir. 
Amar, S.T., M.T., bertindak 
sebagai pembina upaca-
ra, sedangkan Muh. Adri-
ansyah dipercaya sebagai 
pemimpin upacara.

Dalam prosesi tersebut, 
Rektor Untad membacakan 
teks Ikrar Hari Kesaktian 
Pancasila sebagai bentuk 

komitmen untuk menjaga 
dan mempertahankan Pan-
casila sebagai dasar negara 
sekaligus ideologi bangsa.

Peringatan tahun ini men-
gusung tema “Pancasila 
Pemersatu Bangsa Menuju 
Indonesia Berdaulat, Adil, 
dan Makmur.”

Rektor Untad, Prof. Amar, 

SULTENG RAYA – Universitas Tadulako 
(Untad) menggelar upacara bendera dalam 
rangka memperingati Hari Kesaktian Panca-
sila 2026 di Lapangan Upacara Untad, Kamis 
(1/10/2026). Upacara berlangsung khidmat 
dan diikuti seluruh sivitas akademika Untad.

mengatakan peringatan Hari 
Kesaktian Pancasila menjadi 
momentum untuk mem-
perkuat komitmen seluruh 
sivitas akademika dalam 
menjaga dan mengamalkan 
nilai-nilai Pancasila.

“Pancasila harus terus kita 
jaga dan amalkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Ni-
lai-nilainya menjadi lan-
dasan penting dalam mem-
bangun persatuan, mem-
perkuat kebersamaan, serta 
menjaga keutuhan bangsa,” 
ujarnya.

Menurutnya, perguruan 
tinggi memiliki peran stra-
tegis dalam menanamkan 
nilai-nilai Pancasila melalui 

pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masy-
arakat.

Peringatan Hari Kesaktian 
Pancasila yang diperingati 
setiap 1 Oktober juga men-
jadi pengingat akan pen-
tingnya menjaga ideologi 
negara di tengah berbagai 
tantangan kehidupan ber-
bangsa dan bernegara.

Dengan harapan, melalui 
upcara seperti ini seluruh si-
vitas akademika terus mem-
perkuat semangat persatuan 
dan menjadikan nilai-nilai 
Pancasila sebagai pedoman 
dalam menjalankan aktivitas 
akademik maupun kehidu-
pan bermasyarakat. *ENG


